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ABSTRAK
Faisol, Ahmad. 2009. Pandangan Hakim Pengadilannrd@#&ota Malang Terhadap
Pasal 76 Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang Rlesaan Perkara
Syigaqg. Skripsi. Fakultas Syari'ah. Universitasaial Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Saiélll S.H. M.Hum.

Kata Kunci: Pandangan Hakim, Perkara Syiqaq

Perkawinan adalah suatu ikatan yang mengikat ansalami istri dan
diharapkan menjadi rumah tangga yang bahagia makadérahmah, pada surat
An-Nissa’ ayat 35 dijelaskan mengenai kriteria ntefsasyigaq, akan tetapi pada
Pasal 76 terdapat perbedaan makna yang terkaiadesaksi dan hakam. Dimana
dalam perkara gugat cerai harus didengar keteradgersaksi-saksi, putusan bisa
batal demi hukum ketika tidak adanya seorang salaiini yang diperkuat oleh ayat
134 Kompilasi Hukum Islam, bahwasanya gugatan paiae dapat diterima apabila
telah cukup jelas bagi Peradilan Agama mengenaabsebbab perselisihan dan
pertengkaran melalui keterangan oleh pihak keluasgta orang-orang yang dekat
dengan suami istri tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandanigakim Pengadilan Agama
Malang Terhadap Pasal 76 Undang-undang No. 3 Tak@6 serta untuk
mengetahui penerapan Pasal 76 undang-undang Noal&inT 2006 tentang
pemeriksaan perkara syiqag.

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah peraeiitikualitatif, sedangkan
teknik pengumpulan data dilakukan melaluterview bebas terpimpin secara
langsung dengan hakim Pengadilan Agama Kota Madanguga dokumentasi yaitu
menelaah sumber data yang berasal dari kitab-Kigib maupun hadits yang
berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini. Paddode ini peneliti
mengupayakan untuk memperoleh data dengan jalagadakan pengamatan dan
pencatatan secara teliti di Pengadilan Agama Ko#daM) terkait dengan perkara
syigaq guna untuk memperoleh data yang diinginken peneliti.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa proses acgtigaq murni di Pengadilan
Agama Kota Malang sudah jarang diaplikasikan, hak@hih mencari proses
pemeriksaan perceraian pada umumnya tanpa harugangiat hakam dengan
putusan sela. Dikarenakan perkara syigaq murniisemdnghabiskan waktu dan
biaya yang banyak. Perkara syigag di Pengadilamagiota Malang yang semula
tertera di pasal 76 Undang-undang No 3 Tahun 2@dlthkian pada Pasal 19 Huruf
f, PP No 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum IslamaP&%6 Huruf f. Intinya sama
dengan arti syiqaq yang terdapat pada surah An-Migat (35) yaitu antara suami
istri terus menerus terjadi perselisihan dan pgkaran dan tidak ada harapan untuk
hidup rukun lagi dalam rumah tangga.



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antararang pria dengan wanita yang
diharapkan di dalamnya tercipta rasa sakinah, mdafaddan rahmah. Untuk
mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling gggag dan saling memahami
kepentingan kedua belah pihak, terutama lagi yaewait dengan hak dan
kewajiban.

Setiap manusia terutama seorang muslim yang mémeshidupan perkawinan,
selain mengikuti sunnah rasulnya, juga tidak terdeghari tujuan untuk mendapatkan
kebahagiaan tersebut. Perkawianan itu diharapkamashesuatu perkawinan yang
bahagia apabila pelaku perkawinan tersebut memilika saling mencintai serta
menyayangirhawaddah warahhmalyang direalisasikan dalam bentuk pelaksanaan

segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawireggpers inilah yang dapat



diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentrarsakinéh).! Sebagaimana
dijelaskan dalam Al-Quran surat Ar-Ruum 21, yaitu:
oy @il Gy Aa )y Bhga aKin Jan slgad) ) sl B gl aledl (ha oK1 (31 G A4S ey
(D102 aW ) Q8D a8l
artinya" Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dienaiptakan untukmu
istri-istri jenismu sendiri, supaya kamu cenderudan merasa tenteram kepadanya
dan dijadikannya di antara rasa kasih sayang. Sgguhnya pada demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yangikiet 2.

Hal ini disebutkan dalam pasal 2 dan pasal 3 KtspHukum Islam yang
berbunyi : Perkawinan menurut Hukum Islam adalamigahan, yaitu akad yang
sangat kuat atau mitsaagan gholiidhan untuk mentpatintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah, Perkawinan demtupntuk mewujudkan
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadda ratienah . Sedangkan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahR®erkawinan ialah ikatan
lahir bathin antara seorang pria dengan wanitagsebsuami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagi&eleal berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa

Dalam kehidupan rumah tangga sering kita jumpan@r(suami isteri) mengeluh
dan mengadu kepada orang lain ataupun kepada gehya, akibat karena tidak
terpenuhinya hak yang harus diperoleh atau tidédkshnakannya kewajiban dari
salah satu pihak, atau karena alasan lain, yangtdagrakibat timbulnya suatu
perselisihan diantara keduanya (suami isteri) betseDan tidak mustahil dari

perselisihan itu akan berbuntut pada putusnyarikp¢akawinan (perceraian).

Ketika perkawinan (rumah tangga) timbul suatu kkrdtau pertengkaran yang

!Rahmat HakimHukum Perkawinan IslartBandung: Pustaka Setia, 2008), 107
2 DepagAl-Qur'an Dan Terjemahannya(PT. Karya Toha Putra Semarang, 1996),324
% Sudarhana, F.X{ukum Perdata (Jakarta: PT.Prenhalindo,2001),88.



dapat membahayakan keutuhan sebuah keluarga (symgaka hendaklah menunjuk
penengah diantara mereka atau hakam guna mendamgikAkan tetapi perjalanan
pernikahan tidaklah selalu tenang dan menyenangkatakalanya kehidupan
pernikahan begitu ruwet dan memusingkan. Hal terselisebabkan dari tidak
dipenuhinya unsur, atau hilangnya perasaan salingz dan kasih sayang tadi.

Perrnikahan yang akan selalu menghadapi seribamaangguan. Gangguan
tersebut bukan tidak mungkin akan memadamkan pErasata yang dulu membara
berganti dengan benih-benih perselisihan. Padsagiya memporak-porandakan
persekutuan suci itu menjadi puing-puing. Untuk perlu tindakan preventif agar
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam firman Allah dijelaskan bahwa:
O L b gaafile a1 gl (b sliaailly S 5Tl 65 o a0 Jagld 1 st gl
acd ) Jragy Ui 150 0 ond (gl 8 B gy b g pile s A Al il

(00 eLl) 188154

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkareka karena hendak
mengambil kembali sebagaian dari apa telah kamukberkepadanya. Terkecuali
bila mereka melakukan pekerjaan keji dan nyata. Dargaulah dengan mereka
secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai eker(maka bersabarlah)
karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padaltkh menjadikan padanya
kebaikan yang banyak"(An-Nisa' :19).

Menurut pasal 76 Undang-Undang No. 3 tahun 200®ikpterjadi perceraian
atas dasar alasan yang disebut di atas, makaaedapemeriksaannya di samping

tunduk kepada ketentuan hukum acara perdata padenoya, sekaligus harus

menurut tata cara mengadili yang digariskan pa@atu/sendiri dan juga pasal 134

* Depag,Op. Cit, 64



Kompilasi Hukum Islant Sedangkan bunyi pasal 76 ayat (1) adalah “Apabila
gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiga@ umtuk mendapatkan putusan
perceraian harus didengar keterangan saksi-sakg lparasal dari keluarga atau
orang-orang dekatengan suami-istti Dan pasal 76 ayat (2) ialah "peradilan setelah
mendengar keterangan saksi tentang sifat persexaglagitara suami istri dapat
mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masaging pihak ataupun orang
lain untuk menjadi hakari"

Bahwa dalam mengajukan gugatan cerai atau permaohtatak harus memuat
tiga hal utama yaitu identitapgrsona standi in yudicioposita, dan petitum. Posita
gugatan mengandung dua hal pokok, yaitu alasan lpardpsarkan kenyataan atau
peristiwa hukum, yaitu dalil-dalil yang menerangkagtanya suatu kenyataan atau
peristiwa yang dijadikan alasan adanya gugatan peamnohonan; dan alasan yang
berdasarkan hukum, yaitu dalil-dalilnya dijadikdasan hukum adanya pelanggaran
salah satu pihak terhadap ketentuan hukum yangkoerl

Kenyataannya yang sering terjadi dalam mengajgayatan atau permohonan
talak di Pengadilan Agama, bahwa dalam posita rrgg@ adanya uraian kalimat
perselisihan atau pertengkaran yang tajam dan teemerus yang tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang axiikya adalah seperti
timbulnya saling membantah, saling mencaci bahkdings memukul antara suami
dan istrinya.

Kriteria di atas belumlah cukup untuk menetapkarerkgra dan

menyelesaikannya melalui acara syigaq, karenaigalasebuah rumah tangga telah

® M. Yahya Harahap<edudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan AgaibbNo. 7/1989 (Jakarta:
Sinar Grafika, 2001), 245.

® http/www. Agus Gunawat/U No 03 Tahun 200@ww.pa-kualatungkal.ngdiakses pada tanggal
15 februari 2009), 21



terjadi seperti itu, namun dalam persidangan teenterbukti si istrilah yang nusuz
sebagai penyebabnya, maka bisa saja perkara disaleanelalui penawaran uang
khulu' dan jika yang terbukti adalah karena kedhah si suami (Tergugat), maka
perkara dapat diselesaikan menurut pasal 134 Kasipukum Islam, tanpa melalui
proses syigaq.

Jika perkataan syiqaq ditelusuri, dapat dirujulahieAl-Qur'an, sebagaimana
tercantum dalam surah An-Nisa' : 35, yaitu :

O Lagle ) (3Rs) ) 1553 ) Wbl (pe LSy Al (5 Ll glild Lagly (385 888 )

(D0 oLl ) 1l Gale S G0
Artinya : Dan jika kamu kwatirkan ada syiqaq (persengketaampara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-lakan seorang hakam dari
perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadaddaikan, niscaya Allah
memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhijah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengena.

Keberadaan pasal 76 Undang-undang No 3 Tahunt20@&min pada surat An-
Nisa' Ayat 35 tersebut. Demikian halnya secara atifmediator atau hakam sudah
dikenal sejak awal pembentukan hukum Islam, balrdgerkara perceraian secara
khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkémayd. Bagi lingkungan
peradilan Agama sendiri, kehadiran seorang hakaam atediator dalam suatu
perkara tampaknya tidak dianggap sebagai sebualydmg) baru. Secara yuridis
formal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undangdihg Nomor 3 Tahun
2006, di dalam Pasal 76 telah menetapkan keberatlakam dalam perkara

perceraian yang eksistensinya sama dengan medi#kan tetapi dalam

penyelesaian perkara syigaq terjadi perbedaan aansardari al-quran dengan

" Mahkamah Agung RIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peragadluku Il Edisi
Revisj 1998, 224.
8 Depag,Op. Cit, 66



undang-undang perdata islam. Dimana dalam surahisan-ayat 35 hanya
menyebutkan hakam bukan saksi, sedangkan dalamgruflang perdata wajib
sifatnya adanya saksi.

Dengan latar belakang seperti ini peneliti menkaeri judul penelitian
“Pandangan Hakim pengadilan Agama Kota Malang Terhalap Pasal 76

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 Tentang PemeriksaareFara Syigaq”

B. Penegasan Istilah Judul

1. Pandangan berasal dari kata pandang berartlilpgtagy yang tetap dan agak
lama, mendapat akhiran an bermakna hasil perbuatemandang,
memperhatikan, dan melifiat

2. Hakim adalah Orang yang mengadili perkara digBditan agama dan
pengadilan tinggi agarm&

3. Pasal 76 UU No.3 tahun 2006 Berbunyi: ayat (Apdbila Gugatan
perceraian didasarkan atas alasan Syigaq, makakuntandapatkan putusan
perceraian harus didengar keterangan saksi-sakshgyéberasal dari
keluarga atau orang-orang dekat dengan suami-istAyat (2) “peradilan
setelah mendengar keterangan saksi tentang sifaepgketaa antara suami
istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari kefja masing-masing
pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakarn”

4. UU No. 3 tahun 2006 adalah Undang-undang memgkea&enangan

Peradilan Agama dalam memeriksa, memutus dan nesaikan di tingkat

° Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonegiakarta: Balai Pustaka, 1989), 268.
9bid., 123
1 Agus gunawaiDp. Cit.,21



pertama antara orang-orang yang beragama Islanidandp : perkawinan,
waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadadah ekonomi syari'ah
yang dilakukan berdasarkan oleh orang-orang yamgghena islam atau
Undang-undang yang mempertegas kedudukan dan lkeluaBeradilan
Agama sebagai kekuasaan kehakiman.

5. Pemeriksaan berasal dari kata periksa, mendapdiahan awalan pe dan
akhiran an yang berarti proses, cara, perbuatanemiesa, menanyai orang
untuk mengetahui salah tidaknya dan sebagainya, peimbangkan dan
mengadilt?.

6. Perkara adalah Masalah atau acara dalam Pemgaatthu kasus, sengketa,
pelanggarafi.

7. Syigaq merupakan Perselisihan yang tajam das teenerus antara suami
dan isteri yang diselesaikan oleh dua orang hakaity seorang hakam dari

pihak suami dan satu orang hakam dari pihak tateri

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari perluasan pokok bahasan dan dlafdng menyimpang dari
maksud penulisan skripsi dan menghindari penyimaangrhadap pembahasan,
maka pembahasan dibatasi pada pandangan hakimeta&napan terkait Pasal 76

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 mengenai perkaragyiq

D. Rumusan Masalah

12 Depdikbud, Op. Cit, 289.
13 Sudikno Mertokusumd-ukum Acara Perdata Indonesf#ogyakarta: Liberty1999), 175.
% 1drus,Kamus Umum Bahasa Indoneg&urabaya: Bintang Usaha Jayam, 1996), 42.



Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terfokoaka penulis memberi

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Hakim Pengadilan Agama Katiang terhadap
Pasal 76 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentangemksaan perkara
syigaqg?

2. Bagaimana penerapan pasal 76 Undang-Undang NehG8n 2006 tentang

proses penyelesaian perkara syiqaq?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagaimana yamgermin dalam latar

belakang permasalahan di atas, dapat dirumuskagaieberikut :

1. Untuk mengkaji pandangan Hakim Pengadilan AgKota Malang terhadap
Pasal 76 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentan@mksaan dan putusan
perkara syigag.

2. Untuk mengetahui penerapan Pasal 76 Undang-gntian3 Tahun 2006

tentang pemeriksaan perkara syiqaq

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian dalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikaambaran yang nyata dan
pemahaman yang bersifat kontekstual tentang Paadadgkim Pengadilan Agama
Kota Malang tentang pemeriksaan dan putusan pesi@gaq sesuai yang dimaksud

oleh ketentuan pasal 76 Undang-Undang No.3 tah@6 2@engenai hakam atau



mediator sebagai salah satu alat bukti dalam perjagat cerai atas alasan syigaq
dan dapat digunakan sebagai bahan refresensi leagiliftan-penelitian lanjutan
serta menambah wawasan atau khazanah keilmuan.
2. Kegunaan Praktis
a) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bbagsyarakat.
b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikamntribusi kajian
bagi akademisi.
C) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikeaanfaat pada para
Hakim Peradilan Agama untuk dijadikan pertimbangdalam

memutuskan perkara yang sama.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya terdapat penelitian yang terkait dengesalah syigaq, yaitu
Mohammad Syaifuddin dengan judul yang diangkimplementasi Hakim Pada
Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 TenBemeriksaan dan Putusan
Perkara Syigadalam Kasus Gugat Cerai Nomor: 152/Pdt.G/1997/B&.FPeneliti
dalam resetnya mendeskripsikan pandangan hakim pasi 76 Undang-undang
No. 7 Tahun 1989 dalam kasus gugat cerai Nomor/PthZ5/1997/PA.Pas. dan
peneliti menyimpulkan Pemeriksaan terhadap keluargaang bertentangan dengan
ketentuan pasal 145 HIR atau pasal 172 RBG. Tagsk karena apa yang diatur
dalam pasal 76 ayat (1) UU No. 7/1989 adalah kedlenshdang-undang sendiri.
Dengan demikian pasal 76 ayat (1) UU No. 7/198%upekan aturan pengecualian
dari apa yang diatur dalam pasal 145 dan 146 H#éR ptsal 172 dan 174 RBG.

Keberadaan pasal 76 ayat (1) merupakan ketentusugidalam perkara perceraian



atas alasan syiqaq. Kalau begitu pasal 76 ayat Ul) No. 7/1989 telah
menyampingkan ketentuan umum yang diatur dalam ##R RBG sesuai dengan
asas doktrin lex spesialis derogot lex generalism& harus diingat, penerapan
keluarga sebagai saksi hanya berlaku dalam peskagag.

Mengenai pengangkatan hakam terdapat dua aliremdaenentukan hukum
pengangkatan hakam dalam perkara syigag, yaituabutiain wajib. Undang-Undang
menyejajarkan pengangkatan hakam sebagai tindaikenals.

Pemeriksaan perkara Nomor: 152/Pdt.G/199.HR#\ yang telah diperiksa oleh
Majelis Hakim sebagai putusan perkara syiqaq, ypada intinya ialah untuk
mengishlahkan para pihak yang berperkara melalkarmaatau dengan memakai
landasan ketentuan pasal 76 Undang-Undang No. GnTA®89 merupakan tata cara

pemeriksaan dan putusan perkara syigaq yang benar.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis akan mangkan sistematika
pembahasan untuk menggambarkan isi dari penulisaelipan tersebut, sebagai
berikut:

Bab | : Memaparkan tentang pendahuluan yang memniatar Belakang,
Penegasan Judul, Batasan Masalah, Rumusan Magajahn Penelitian, Kegunaan
Penelitian, Penelitian Terdahulu dan Sistematikatdasan. Pada bab ini, penulis
ingin memberikan keterangan dan penjelasan mendatai belakang mengapa
masalah tersebut harus diangkat dan diteliti, yamngkaji Pandangan Hakim
Terhadap Pasal 76 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006g&Mai Pemeriksaan

Perkara Syiqag.



Bab Il : Pada bab ini penulis membahas tentamitteori yang berkaitan dengan
judul penelitian di mana kajian pustaka diperlukariuk menegaskan dan sebagai
pijakan penulis untuk mengelolah dan menganalisa. g@ng memuat: Pengertian
Syigaq Serta Unsur-unsurnya.:

Bab 1l : Pada bab ini penulis menjelaskan tentaagaimana membuat karya
ilmiah yang sistematis dengan menggunakan: Paradigokasi penelitian, jenis
Penelitian dan Pendekatan, Metode Pengumpulan Dahsfs data. Hal ini penting,
karena untuk mempermudah prosedur penelitian, ggaimampak jelas apa yang
diteliti dan prosentase pentingnya pelaksaan figzmel

Bab IV : Pada bab ini penulis menjelaskan letabggafi PA Malang,
menganalisa data-data yang telah didapatkan baikkdgan pustaka maupun data
hasil interview.

Bab V : Pada bab terakhir ini memuat; Kesimpulabagjai jawaban atas
permasalahan yang telah diuraikan pada bab-babuseing dan disertakan pula

saran-saran dari penulis.



BAB Il

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengertian Syigaq

Syigaq secara etimologi berarti perselisihan, @laoh kamus Arab Indonesia
karangan Prof. Mahmud Yuniis Syigagq menurut bahasa berarti perkelahian atau
perbantahan. Menurut istilah figh berarti perskési antara suami isteri yang
diselesaikan oleh dua orang hakam, yaitu seorakgnmalari pihak suami dan satu
orang hakam dari pihak ist&ti Menurut Abd Rahman Ghazaly, M.A bahwa Syigaq
ialah krisis memuncak yang terjadi antara suammi stdemikian rupa, sehingga
antara suami istri terjadi pertentangan pendapapéaengkaran, menjadi dua pihak
yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belahakpiitidak dapat

mengatasiny4.

15 Mahmud YunusKamus Arab-Indonesi@lakarta:PT. Hidakarya, 1990).40

16 Shaleh GhanimJika Suami Berselisih Bagaimana Mengatasinya&karta: Gema Insani Press,
1998), 35.

7 Abd Rahman GhazalyFigh Munakaha{Bogor: Kencana, 2003).73



Selain itu ada pula beberapa kriteria yang petdidmukakan oleh Ulama figh
yaitu: Asy-SyaeroZf dalam kitab Al-Muhadzdzab bahwa Syigaq adalah ipab
(persengketaan) telah sampai kepada perbantaharpetankulan, maka hakim
mengutus dua orang hakam untuk mendamaikan atacenagkan. Ibnu Asim dalam
kitab Tuhfahul Hukkam hal 457 adalah jika suami olek untuk menerima
(tuntutan istrinya yang meminta cerai) sedang istanolak untuk taat (kepada
suami) maka masuklah tersebut ke dalam bab syijaQalyuby dalam kitab Ma'
amiraturt®, yaitu jika telah memuncak perselisihan antaraulesuami istri seperti
timbulnya saling mencaci dan saling memukul makdrhanengangkat dua orang
hakam.

Adapun menurut Hukum Acara Peradilan Agama adalddnya perselisihan
yang tajam dan terus menerus antara suami istnjefasan Pasal 76 (1) UU No. 3
Tahun 2006). Pengertian syigag dapat dinyatakamtiideengan salah satu alasan
yang dapat digunakan untuk mengajukan cerai gugatcerai talak yang tercantum
dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 39 2yauruf f jo Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab XVI pasal 11@&fhfijo pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam Antara suami dan istri terus menerus terjadi pessien
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidugun lagi dalam rumah
tangga®.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diranglsuatu pengertian bahwa
yang termasuk dalam katagori Syigagq adalah jikaarantsuami istri terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajarg yatikasinya adalah seperti

18 Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Al-Fairuzbarhsy-Syaerozi,Muhadzdzab Juz: I{Bairut:
Darul Kutub Al-‘ilmiyah, 1995), 488.

19 Abdul Hamid Ahmad Hanafi Al-QalyubMa’amirah (Mesir: Darul Fatf Lil A’'lam, 1956), 306.

20 Depag R.IKHI di Indonesia(tahun 2001),56



timbulnya saling membantah, saling mencaci, sategnukul antara suami istri dan
tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Syigaq bisa terjadi disebabkan oleh faktor peuild&ri salah satu pihak pasangan
suami isteri yang bersifat buruk, atau salah satubgrtindak kejam terhadap
lainnya, namun bagaimanapun yang di maksud pahseiistidaklah harus
ditunjukkan adanya pertengkaran secara fisik, tedapat ditunjukkan oleh fakta
bahwa antara para pihak berperkara sudah tidaktéagjpta hubungan suami istri
yang harmonis atau salah satu pihak sudah tidak dmgpat menjalankan
kewajibannya dalam kehidupan rumah yang menyebapkzak lain sudah tidak
lagi mau meneruskan biduk rumah tangga sehinggdigorumah tangga mereka
dapat dinyatakan telah mencapai suatu kondisi geseputbroken marriage.

Jika perkataan syiqaq ditelusuri, dapat dirujulkaiaAl-Qur'an, sebagaimana
yang tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 35 yaniguogi:
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Artinya : Dan jika kamu kwatirkan ada syigaq (persengketaamara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-lakin seorang hakam dari
perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadaddaikan, niscaya Allah
memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhijah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenaf’

Syigaq merupakan alasan yang banyak terjadi dgatddinyatakan sebagai
alasan utama dari berbagai kasus gugatan percefiaRengadilan Agama. Kriteria
diatas menurut kami belumlah cukup untuk menetapkperkara dan

menyelesaikannya melalui perkara acara syigaq,nBat@laupun sebuah rumah

tangga telah terjadi seperti itu, namun di Pergjdarternyata si istrilah yang nusuz

21 Depag RIAI-Qur'an Dan TerjemahannyéSurabaya: Mahkota, 1989), 133.



sebagai penyebabnya, maka bisa saja perkara digelesya melalui penawaran
uangkhulu' (perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagdh yang diberikan
oleh istri kepada suami untuk menebus diri agdepas dari ikatan perkawinan) dan
jika yang terbukti adalah karena kedholiman si sydmergugat), maka perkara dapat
diselesaikan menurut pasal 134 KHI, tanpa melathsgs syigqad.

Dengan demikian unsur-unsur yang dapat ditarik ®eteria suatu perkara
sehingga harus diselesaikan melalui acara syigalqfad

1. Terjadi perselisihan dan pertengkaran antara sistmiyang sangat tajam

dan terus menerus, indikasinya saling membantdmgseencaci bahkan

saling memukul dan sulit didamaikan.

2. Kesalahan masing-masing pihak seimbang atau tidis j(kenyataan itu
diketahui setelah didengar keterangan saksi baikkdhiarga para pihak atau

orang lain).

B. Pengertian Hakam, Mediasi dan Saksi

1. Pengertian Hakam

Hakam menurut bahasa, At-Tahkim menjatuhkan hukugeng berasal dari
kata hakama, yahkumu, yang berarti memutuskan hakuratau orang yang
mempunyai wewenang untuk perkara orang yang bsit€dli Dalam kamus
Yunus®, makna Hakam menurut bahasa adalah hakim dan gemidenurut

Ropuan Rambe, dkk, Bahwa hakam adalah seseoramgdjangkat oleh hakim

22 Mahkamah Agung RIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Petagadiuku Il Edisi
Revisi, 1998, 224.

2 Shaleh Ghanim)ika Suami Berselisih Bagaimana Mengatasiny@g.Cit, 35.

2 Mahmud YunusKamus Arab-Indonesi@lakarta:PT. Hidakarya, 1990).66



untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkaramda@engketa perkawinan
dengan alasan adanya perselisihan yang terus nsemgau untuk menambah
pengetahuan hakim, sejauh mana perselisihan yanediteantara kedua belah
pihalé®>. Pengertian ini lebih dipertegas lagi oleh Slamdidin, bahwa yang
dimaksud dengan hakam atau hakamain adalah juraidamng dikirim oleh kedua
belah pihak suami istri apabila terjadi perselisilaatara keduanya, tanpa diketahui
keadaan siapa yang benar dan siapa yang salatadi &edua suami istri tersefut

Di segi lain Mahkamah Agung RI telah menerbitka@ra®uran Mahkamah
Agung No. 2 tahun 2003 yang telah diperbaharui denBeraturan Mahkamah
Agung No.1 tahun 2008, yang substansi adalah memngtakam atau Mediasi yang
mesti dilaksanakan dalam menangani setiap perkanaMajelis Hakim termasuk di
dalamnya perkara-perkara di Peradilan Agama.

Dalam PERMA No.l1 tahun 2008 di jelaskan bahwa, Kdta atau Mediator
adalah pihak netral yang membantu para pihak dglesses perundingan guna
mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengk&iga menggunakan cara
memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”

Sedangkan mediasi diartikan sebagai berikut, “Bleidhdalah cara penyelesaian
sengketa melalui proses perundingan untuk memperdsepakatan para pihak
dengan dibantu oleh mediator”. Pendapat ini dipatrkagi oleh Ibnu Rusyd dalam
kitab Bidayatul Mujtahié’ mengemukakan sebagai berikut:

BIall S8 e A9 100 S o Labdal (2 s3) AT Ga ) QU s O (1o s
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%5 Ropaun Rambe, A. Mukri Agafiimplementasi Hukum Islartakarta: Perca, 2001),150.
%6 Slamet Abidin, AminuddinFigh Munakaha{Bandung: Pustaka Setia, 1998), 189.
27 Ibnu RusydBidayatul Mujtahid Wa Niyahatul Mugtashid Juz{8urabaya: Al-Hidayah), 74.



"Dan para ulama Ijma' bahwa sesungguhnya dua oragiam itu tidak diangkat
kecuali dari keluarga suami istri, salah seorangqmtiaranya adalah dari pihak
suami dan yang lainnya dari pihak istri, kecualiafyia tidak terdapat dari pihak
keluarga yang dapat mendamaikan maka diutuslahgeatain mereka"

Dari pengertian di atas, maka hakam adalah sesggeng telah dipercaya oleh
pihak Pengadilan untuk mencari solusi terjadinyasglesihan antara suami istri
tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan ygesalah.

Dengan demikian hakam di sini tidak sama denghitase (wasit) karena dalam
perwasitan tersebut yang menunjuk dan mengabritaidlah mereka yang
bersengketa, di samping itu syarat arbiter menuastl 12 Undang-Undang No. 30
Tahun 1999 disebutkan antara lain; tidak mempuhydiungan keluarga sedarah
atau semenda dengan salah satu pihak yang bersgngkga memiliki serta
menguasai secara aktif di bidangnya paling sedifitahu®. Sedangkan hakam
ditetapkan dan diangkat oleh Hakim yang mengaeitkara sebagaimana pendapat
Asy-SyaeroZ’ dan pendapat tersebut dikuatkan oleh Al-Qurtfubialam kitab
Tafsir Jami'i Akmamili Qur'an juz V mengemukakanmhur Ulama berpendapat
bahwa yang dikhithobi (dituju) dengan firman AIISWT adalah para hakim atau
penguasa.

Menurut Morteza Mutahh#; hakam dipilih dari keluarga suami dan istri. Satu
dari pihak suami dan satu pihak dari istri, dengemsyaratan jujur dan dapat

dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampodaktsebagai juru damai serta

orang yang lebih mengetahui keadaan suami isthingga suami lebih terbuka

2 Gunawan Widjaya, Ahmad Yartiukum Arbitrase Jakarta: P.T. Raja GrafindoPersada, 2001),57.
29 Abi Ishaq Ibrahim Bin Ali Bin Yusuf Al-FairuzbaAsy-SyaeroziMuhadzdzab Juz: (Bairut:
Darul Kutub Al-‘ilmiyah, 1995), 488.
30 Abi Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshori Al-Qurtibi, Jami'l Ahkamill Qur'ani(Bairut:
Darul Kutub Al-‘ilmiyah, 1993), 115.
31 Morteza MutahhaWanita Dan Hak-Haknya Dalam IslafBandung: Pustaka Bandung, 1985), 243.



mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing. yapg dijelaskan di atas
hampir tidak berbeda dengan pengertian yang dirkamudalam pasal 76 ayat (2):
“peradilan setelah mendengar keterangan saksi tgntafat persengketaa antara
suami istri dapat mengangkat seorang atau lebihi deluarga masing-masing
pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakafn”

Akan tetapi, kalau dibanding pengertian yang dikkakan oleh beliau dengan
apa yang dirumuskan dalam penjelasan pasal 7@ 3yaampaknya pengertian yang
dikemukan beliau sangat dekat dengan maksud yangis dalam Al-Qur'an surah
An-Nisa' : 35. Sedang apa yang dirumuskan dalanjelgesan pasal 76 ayat (2),
sudah agak menyimpang. Hal ini, sebagaimana pehdapaH. Mahmud Yunus
dalam menafsirkan ayat di atas, bahwaalau terjadi perselisihan antara suami
istri, hendaklah diadakan seorang hakim dari ke@gamrsuami dan hakim dari
keluarga istri, untuk mendamaikan antara keduarsehingga dapat hidup rukun
kembali....*,

Jelas dapat dilihat dari sumber asli yang diteamutalam surah An-Nisa' : 35.
Hakamterdiri dari dua orang yang diambil atau dipiliridaasing-masing keluarga
pihak suami istri.

Demikian itu menurut suatu pendapat adalah mearpadalah satu syarat
sehingga dikatakan wajib sebagaimana yang dikenawkakeh Ali Asy-Syayis
dalam tafsir Ayatul Ahkari.

Adapun menurut Sayyid Sabig dalam Fighus Sunnidigse berikut:

O (30 R il ) B TS e GRS e OIS B T (e WsKG ) Y
Al il Ge Jall alely Sy Lay o305 s

32 httpwww. Agus Gunawan UU No 03 Tahun 2086w.pa-kualatungkal.ndtliakses pada tanggal
15 februari 2009), 21

%3 Mahmud YunusKamus Arab-Indonesi@lakarta:PT. Hidakarya, 1990).

3 Muhammad Ali Asy-Syaayishyatul Ahkan{Libanon: Darul Kutub limiyah, 1998), 103.



"Dan tidak disyaratkan kedua hakam itu terdiri d&gluarga suami istri, maka jika
bukan dari keluarga maka boleh dan perintah dalagataitu adalah sebagai

anjuran, karena hakam dari keluarga itu adalah teliisa memberi manfaat dan
lebih tahu dengan apa yang sedang terjadi sertéhletengenal keadaan dari pada
orang lain'®®,

Dari pembahasan di atas kami berpendapat dahivak keluargalah yang
diutamakan terlebih dahulu dalam pengangkatan hakarkarena selain dianjurkan
maka pada pihak keluarga lebih mengetahui akar gsatlahan yang tejadi pada
keluarganya dan mempunyai beberapa kelebihan yantjkd sebagaimana yang
digambarkan di atas.

SedangkarHakamyang dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayab{h

dari pihak keluarga suami saja atau dari pihak &dja. Bahkan diperbolehkan
Hakamyang terdiri dari pihak lain. Diperkuat pendapati daaian Doktor Wahab
Az-Zuhaili, sewaktu menguraikan syarat-syarat hakabagai berikut,
“Jika keduanya tidak berasal dari keluarga keduansueteri, Hakim mengangkat
dua orang laki-laki yang bukan kelaruga (orang ta@nabiy). Baik sekali keduanya
berasal dari tetangga suami isteri, yang mengetabetul keadaan suami isteri,
serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan kedtidhya

Di samping itu, menurut Al-Qur'an, Hakam terdiarodua orang. Satu dari pihak
keluarga suami dan satu lagi dari pihak keluarga iBapi dalam pasal 76 ayat (2)
dan penjelesannya, hal itu tidak disinggung sarkalise

Pada prinsipnya hal tersebut dianggap tidak keéderaasal dalam batas-batas
pengertian bahwa rumusannya sengaja diperluas @gnimdang-Undang, bukan
untuk tujuan menyingkirkan ketentuan surah An-NiS&. tetapi tujuannya agar

rumusan ayat itu dapat dikembangkan menampung greblyang berkembang

dalam kehidupan masyarakat dalam batas-batas gomandan semangat yang

% Sayyid SabigFighus Sunnah (Mesir: Darul Fatf Lil A’lam, 1990) 407.
36 Doktor Wahbah Az-Zuhailyal-Figh al-Islamiy wa AdillatuhuDar al-Fikr, Damsyiq, 1984. hal.528.



terkandung di dalamnya. Hal ini sebagaimana tuplemmaqgasidus Syari'aljang
pernah digagas oleh Najamuddin At-Tufi yang dikutiteh Yusdani, yaitu
menekankan pada kepentingan umum dengan mempentikdia unsur-unsur
darurat, illat-illat, adat, dan syarat karena sitaartentd’.

Adapun kriteria seorang hakam yang mendamaikasepgihan antara suami
istri adalah :

Muslim.

Baligh.

Berakal.

Laki-laki.
Merdeka.
Berwawasan luas.

-~ 0o o0 T o

Fakih (memahami ajaran Islam).
Adil.

Memahami dan menguasai tugas.

> @

j-Jdujur.
k. lkhlas dalam menjalankan tudas Karena Allah SWTatam
. Tagwa dan wara'.

m. Dianjurkan dari keluarga dekat saumi &tri

2. Kedudukan dan Wewenang Hakam

Untuk dapat memahami penerapan saat pengangkatapum yang berwenang
mengangkat hakam, kembali merujuk kepada ketentasal 76 ayat (2). Menurut
pasal ini saat pengangkatan hakam dalam perkaenén atas dasar alasan

syigaq, ialah sesudah proses pemeriksaan perkdeavaietahap pemeriksaan saksi

37 Yusdani,Peranan Kepentingan Umum Dalam Reaktualisasi HukiKajian Konsep Hukum Islam
Najamuddin At-Tuf{Yogyakarta: Ull Press, 2000).
% Shaleh GhonimQp. Cit, 35.



terlebih dahulu, barulah pihak peradilan menganbk&im atau mediator diantara
keduanya.

Berpedoman pada ketentuan tersebut, pengadilandagat mengangkat hakam
setelah pemeriksaan selesai. Saksi-saksi danwkttlhin yang diajukan para pihak
sudah selesai. Dari hasil pemeriksaan pembukti@mgadilan telah mendapat
gambaran tentang persengketaan yang terjadi auarai istri serta bukti-bukti oleh
saksi bahwa antara pihak berperkara benar-bemdr texjadi perselisinan yang terus
menerus dan sulit untuk hidup rukun kembali. Padp itu barulah tiba saatnya
Majelis Hakim menetapkan perkara itu menjadi pexkarigaq dengan mengangkat
hakam atau hakamain dari keluarga atau teman dtekiaia belah pihdk Dengan
demikian pengangkatan hakam ditinjau dari tatébtéxtracara perdata, berada pada
saat tindakan insidentil dari Majelis Hakim, selpelbhakim menjatuhkan putusan
akhir, yang disebut dengaputusan sela". Dalam putusan sela ini hakam diangkat
dan dibebani tugas untuk mencari upaya penyelesmeselisihan terhadap syigaq
serta batas jangka waktu menjadi hakam.

Dan hakam kedudukannya bukan saksi. Menurut p&s&alU No.3 tahun 2006
dijelaskan bahwa pengangkatan hakam tersebut asletelah hakim mendengarkan
keterangan para saksi (yang telah disumpah) yaragéledari keluarga dekat dengan
suami istri atau orang lain yang memahami akargrarkeluarga mereka sehingga
keterangan dan pendapat para hakam tersebut axtdalgai pelengkap yang harus
didengar oleh Hakim dalam memutuskan perkara oégbrianya hakam tidak perlu
disumpah baik sumpabromissoir(sumpah sebelum memberi keterangan) maupun

sumpahconfirmation(sumpah sebagai alat bukti).

39 Ropaun Rambe, A. Mukri AgafQp. Cit, 112.



Setelah diangkat kedua hakam dalam putusan selebtér keduanya bertemu
dalam suasana tenang, jauh dari kepentingan ind{gdbjektivitas), dari perasaan-
perasaan yang menyelimuti, dan lain-lain. Yaitung# penuh keinginan untuk
menjaga nama baik kedua keluarga serta harus nzemjagnat terhadap rahasia
suami istri. Sehingga upaya untuk mencari jalaru&eldari adanya perselisihan
antara suami istri tersebut secepatnya dapat dikén dengan baik

Para ahli figih berbeda pendapat tentang wewehakgm, disebabkan karena
adanya perbedaan interpretasi dari makna hakam tgakandung dalam surat An-
Nisa' Ayat 35 itu sendiri. Menurut Imam Hanifahbagian pengikut Imam Hambali,
dan Qaul Qadim dari Imam Syafi'l, hakam itu benaskil. Maka hakam tidak boleh
menjatuhkan talak kepada pihak istri sebelum mesidaersetujuan dari pihak
suami. Begitu pula hakam dari pihak istri tidakdfoimengadakakhuluk sebelum
mendapatkan persetujuan su#mi

Menurut Imam Maliki, sebagian yang lain pengikotaim Hambali, dan Qaul
Jadid dari Imam Syafi'l, hakam itu sebagai hakimahirsgga boleh memberi
keputusan sesuai dengan pendapat keduanya tentdmmdan suami istri yang
sedang berselisih itu, apakah mereka akan memlegutksan perceraian atau
mereka akan memerintahkan agar berdamai kembadisafl yang dikemukakan
Imam Malik adalah apa yang diriwayatkan dari AlinBAbi Thalib R.A. bahwa
beliau mengatakan tentang kedua juru damai ituadl@kedua juru damai itu hak

memisahkan dan mengumpulkan kedua suami istri.

40'M. Yahya Harahapedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama WUM1989(Jakarta:
Sinar Grafika, 2001), 248.

“hitp/www. Agus GunawarJU No 03 Tahun 2006vww.pa-kualatungkal.net
(diakses pada tanggal 15 februari 2009), 6



Dari kedua pendapat itu, yang lebih kuat adalahdgpat yang mengatakan
bahwa hakam itu memiliki wewenang penuh untuk mernem keputusan terhadap
perselisihan suami istri.

Berkaitan dengan pendapat di atas, muncul persanygengenai peranan hakam.
Apakah keputusan mereka mengikat bagi kedua belladk pantara suami istri
maupun pada keputusan hakim atau akankah hany#abeasjuran saja? Ada
beberapa pendapat : Imam Syafi'i berpendapat babpwasan tersebut akan
mengikat keduanya, sedangkan Imam Hanafi berpehdaphaliknya yaitu
keputusan tidak mengikat kedua belah pfhaRalam konteks ke-Indonesiaan terkait
dengan hukum yang berlaku bagi orang-orang yangghera Islam di lingkungan
Peradilan Agama, dan sebagai pedoman bagi paranhakiaka jika hakam
berpendapat bahwa antara keduanya lebih baik die@ramaka kemudian Majelis
Hakimlah yang memutuskan dengan menjatuhkan tatgkigat tanpavadh®>. Akan
tetapi dalam buku tersebut tidak dijelaskan bagaamika ke-dua hakam tersebut
tidak sepakat atau berlainan pendapatnya misalagkanh pihak istri berpendapat
lebih baik diceraikan sedangkan hakam pihak suaerpéndapat masih bisa
dirukunkan kembali.

Kalau begitu, hakam yang diatur dalam pasal 76 @)debih menitik beratkan
kewajiban dari pada wewenang. Hakim wajib berusahtuk mencari upaya
penyelesaian, tapi tidak berwenang memutus dan elesaikan sendiri perselisihan
suami istri. Paling ada, hukum memberi hak menduasuatau mengajukan pendapat

kepada hakim yang mengangkatnya. Usul atau pendapat diajukannya sama

42 glamet Abidin, Aminuddiniigh Munakaha{Bandung: Pustaka Setia, 1998), 191.
“3Mahkamah Agung RIPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Petagadiuku Il Edisi
Revisi, 1998, 226.



sekali tidak mengikat kepada hakim. Undang-undaagyh memberi kebebasan
sepenuhnya kepada hakim untuk menilai apakah aksremma atau tidak apa yang
diusulkan hakam.

Dalam hal ini, Ionu Rusyd menyatakan sebagai berikut : Para Ulama telaH Ijma
bahwa sesungguhnya jika kedua orang hakam itu darpendapat maka pendapat
mereka tidak dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu jika merujuk pada Undang-undanggyeerlaku di Mesir (UU
No. 25 Tahun 1929) dan Undang-undang yang berlaBiuhai Darussalam, maka
hakim dapat mengutus lagi para hakam tersebut untlaksanakan tugas kembali
dan jika pada pelaksanaan yang kedua ternyatahpétean masih berbeda pendapat
maka hakim harus menunjuk dan mengangkat hakam iangsehingga pada
akhirnya keputusan apapun yang telah disepakali ptga hakam, maka hakim
wajib memutus sesuai dengan putusan hakam tef3ebut

Nampaknya jelas bahwa sistem hukum yang berlakiMesir dan Brunai
Darussalam adalah keputusan hakim itu terikat dersgm yang diputuskan oleh
hakam baik itu berupa perceraian atau yang laidarsgkan dalam buku II
sebenarnya juga demikian namun keterikatan itu daaynpak jika pendapat hakam
itu bersepakat lebih baik diceraikan, maka hakindalanjutnya yang memutuskan
dan menceraikan Tergugat tanpsadh, tetapi tidak ada petunjuk selanjutnya
bagaimana jika ternyata pendapat hakam itu bertzedara satu dengan yang

lainnya.

“*4 Ibnu RusydBidayatul Mujtahid. Op. Cit.74.
5 M. Atho' Muzdhar, Khoiruddin Nasutiohjukum Keluarga di Dunia Islam Modern



Inilah hukum acara yang bersumber dari nash AlgQusurat An-Nisa' ayat 35
yang kita semua yakini sebagai petunjuk dan bindnrdari Allah SWT, yang sudah
barang tentu kita harus rela mengikutinya, bahkagi buami dan istri yang diberi
keputusanpun harus rela menerimanya baik itu meéoggkan atau merugikan
dirinya. Dalam satu riwayat yang diceritakan oldbuAJbaidah bahwa kholifah Ali
pernah didatangi oleh seorang perempuan dan suamyapg masing-masing
bersama kaumnya, lalu yang satu fihak mengajukarasg hakam dan yang lainnya
juga demikian kamudian kholifah Ali berkata kepadang hakam tersebut: tahukah
kalian apa yang menjadi kewajiban atas kamu ber@esngguhnya kamu berdua
berkewajiban merukunkan mereka jika kamu memandaggka (suami istri yang
bersengketa) seharusnya kamu merukunkan. Dan pkaukberdua memandang
bahwa kedua suami istri itu harus diceraikan, malau berdua dapat menceraikan
mereka. Kemudian perempuan itu berkata : aku riflakdmi dengan kitabullah,
baik menguntungkan pada diriku atau merugikanngdaisgkan suaminya berkata
adapun kalau cerai, maka aku tidak mau menerippatisan itu. Lalu Ali berkata:”
engkau dusta, demi Allah engkau tidak boleh bekasganpai rela dihukumi dengan

kitabullah, baik menguntungkan dirimu atau merugiig™®.

3. Pengertian Mediasi
Mediasi dalam bahasa Inggris disebuediation yang berarti penyelesaian
sengketa dengan menengahi. Mediator adalah orang jai penengafi’ Dan

dalam ketentuan umum PERMA No. 1 Tahun 2008, medakmlah cara

46 M. Nasib Ar-Rifai (Penerj)Tafsir Ibnu Katsir Juz I(Jakarta: Gema Insani, 1999), 493.
47 John Echols dan Hasan Shadidlgmus Inggris Indonesjaet ke XXV (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 2003) hal. 377.



penyelesaian sengketa melalui proses perundingtuk umemperoleh kesepakatan
para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Menurut Joni Emerzon mediasi adalah upaya pergiaelesengketa para pihak
dengan kesepakatan bersama melalui mediator yargikdye netral, dan tidak
membuat keputusan atau kesimpulan bagi para p#takitmenunjang fasilitator
untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan saakaterbukaan, kejujuran dan
tukar pendapat untuk tercapainya mufakat. Dengéa lkin mediasi adalah proses
negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luartigigmemihakifmpartial) dan
netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untrkbantu mereka memperoleh
kesepakatan perjanjian secara memua&k@ari definisi yang dikemukakan diatas
dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses [eajan sengketa melalui
perundingan yang dipandu oleh seorang mediator yengjuan untuk mencapai
kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yangdmgketa guna mengakhiri
perkara.

Mediasi dalam literatur hukum Islam bisa disamaki@mgan konsegahkim
yang secara etimologis berarti menjadikan seseoatag pihak ketiga atau yang
disebuthakamsebagai penengah suatu sengketa.

Firman Allah:
O Lagn ) (3 gy L) 18 15 ) gl (he LSy AR (e LaSa) il Lagly (38 2534 o
(D0 oTadl ) 1l Gale S G0
Dalam sebuah kaidah Ulumul Qur'an yang masyhutuspangertian diambil

karena keumuman lafal bukan karena kekhususan .s@iabkaidah ini diterapkan

“8 Joni Emerzomlternatif, hal. 69. Bandingkan dengan Rahmadi UsnRilihan, hal. 82
9 Rahmat Rosyadi dan Ngatinarbiterase hal. 43



pada ayat tersebut diatas maka kita akan sampaiksiimpulan bahwiaakamtidak
hanya dapat difungsikan pada proses perkara p&mesaja seperti yang ditujukan
secara eksplisit pada ayat alqur'an melainkan dapesifat secara luas pada semua
bentuk sengketa. Metode pengambilan hukum ini didgkdengan memperhatikan
metode lain berupisyaroh anna¥yang terdapat pada ayat tersebut dimana Allah
lebih menghendaki penyelesaian sengketa diselesa&mai oleh mereka sendiri.

Persepsi ini diperkuat dengan ayat Al-Qur’an:

Laall gl by ddan ) il g) ok La iy e il O30 2 by
Artinya : Dan bagi orang-orang yang menerima (memmatseruan tuhanya dan
mendirikan shalat, sedangkan urusan mereka (digan)ysdengan musyawarat
diantara mereka; dan mereka menafkahkan sebagianedaqi yang kami berikan
kepada mereka.

Pada ayat Al-Quran diatas Allah menganjurkan kKepananusia agar dapat
menyelesaikan sengketa melalui musyawarah. Haddjalan dengan sifat mediasi
yang sifat penyelesaian sengketanya berg&id@isensugkesepakatan) dengan cara
negosiasi. Agar dapat diselesaikan tanpa melalosgy litigasi. Dan hadits
Rasulullah memperkuat statemen ini:

Tl gai aa (e Ly LD aSiy Lagd 3 gand) gilas

Dalam hadits Nabi SAW di atas beliau secara tegarsgajukan semua sengketa
yang menyangkut permasalahan antar manusg @l adam untuk diselesaikan

sendiri secara damai, peradilan diformulasikan gaibdiri rasulullah dalam jabatan

hakim dan beliau melarang persengketaan sahabgiasdda tangannya, karena

%0 Abdul Wahab Khalafilmu Ushul Figh Alih Bahasa Masdar Helmy (Bandung: Gema Risalah
Press, 1996), hal. 249
°1 As Sayyid Sabidrigh as Sunnah, Juz (Beirut: Dar al Fikr, 1977), hal. 306



apabila hal itu terjadi, maka beliau akan memutosia sesuai dengan hukum yang
berlaku. Hal ini juga sejalan dengan sifat medyasig tidak memutusa@judikatif)

Dalam hal kewenangan seordrakam ulama figh berbeda pendapat, apakah jika
dia gagal dalam mendamaikan antara kedua belalk pituag ingin bercerai dia
berhak memutuskan perceraian tanpa seijin sangiswisram Malik dan Imam
Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa seorang haka@a perhak memutus
perceraian para pihak tanpa seijin suami, karenaurmaé mereka seorang hakam
sama dengan pemerintah (pengadilan) yang putusdrarya dilaksanakanDalam
konteks initahkim sama dengan arbitrase. Sedangkan Abu Hanifah de3y#fi
berpendapat bahwa penyelesaian masalah tetap hkiaar&kewenangannya pada
para pihak (dalam perkara ini suarffiBeorang hakam hanya sebatas mediator dan
fasilitator dan tidak berhak mengambil keputusaalabh konteks intahkim sama
dengan mediasi.

Pengaturan mengenai mediasi dalam hukum posipatdkita temukan dalam
ketentuanpasal 6 ayat (3), (4), (5) Undang-undang No. 30unah999 tentang
Arbiterase dan Alternatif Penyelesaian Sengketd/SmEo. 1 Tahun 2002 tentang
Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerap&arbaga Damai dan
PERMA No. 2 tahun 2003 tantang Prosedur MediaBietigadilan dan yang terakhir
PERMA No 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasedg@dilan.

Dalam pengetahuan hukum sekarang ini mediasi diipahdang sebagai suatu
proses pengambilan keputusan dengan bantuan mhektu. John Wade mengutip

beberapa pengertian mediasi.

*2ibid



Menurut Folberg dan A. Tayloa comprehensive guide to resolving conflict
withouth litigation dan menuruLaurenceBolle, mediation is a decision making
process in which the parties are assited by a tipiadty, the mediatorthe mediator
attempt to improve the process of decision makimdjta assist the parties reach an
autcome to wich of them can assén.

Dari kedua pengertian mediasi kalau kita ingin egaskannya adalah bahwa
mediasi bantuan atau bimbingan dari pihak ketipak@n pihak berperkara ) untuk
merumuskan langkah-langkah sebagai solusi dan mnemfalan keluar dan
keputusan damai antara pihak-pihak berperkara.

Lebih jauh lagi, Said Faisal dalam “Pengantar Msdimengutip pendapat Moor
C.W dalam memberikan definisi mediasi, pada dasamgdiasi adalah negosiasi
yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlimengenai prosedur mediasi
yang efektif dan dapat membantu dalam situasi Konifiituk mengkoordinasikan
aktifitas mereka sehingga lebih efektif dalam psosevar menawar, bila tidak ada
negosiasi tidak ada mediasi. Seorang mediator pddaarnya memiliki
kecenderungan menggunakanterest based negotiatioryang pada akhirnya
kepentingan semua pihak dapat terwakili.

Mediasi dan negosiasi bukanlah dua proses yapg#étr namun lebih mengarah
kepada negosiasi yang difasilitasi oleh pihak lketygng netral. Meskipun secara
substansial negosiasi berbeda dengan mediasi, nsenimg kali dikatakabila tidak
ada negosiasi tidak ada mediag€dleh karena negosiasi merupakan nilai penting
dalam mediasi, maka tawaran pihak pertama dan hkogesesi akan sangat

menentukan pada hasil akhir negosiasi (medfaBisini Moor C.W menstressing

bahwa inti dari mediasi itu adalah kemampuan negosatau tawar menawar

%3 John WadePengantar MediasiMARI, Jakarta, 2004, hal. 158
*¥ Said FaisalPengantar MediasiMARI, Jakarta, 2004, hal 61 dan 70



kepentingan dan keuntungan antara pihak-pihak Hexp®e sehingga ditemukan
garis tengah yang biasanya disebut win-win solution

Dalam Perma No.1 tahun 2008 di jelaskan balMeadiator adalah pihak netral
yang membantu para pihak dalam proses perundinganagmencariberbagai
kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakesn memutus atau
memaksakan sebuah penyelesai@®dangkan mediasi diartikan sebagai berikut,
“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melaiosgs perundingan untuk
memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibaeturakdiator”.

Semula mediasi adalah upaya pencarian solusiseatgketa yang bersifat non
litigasi artinya upaya mediasi itu adalah upayludr pengadilan.

Pemberlakuan Mediasi dalam system peradilan dorlesia didasarkan pada
PERMA No. 2 tahun 2003 yang kemudian disempurnad@myan PERMA No.1
Tahun 2008. Indonesia dapat dikatakan terlambandahembangun sistem mediasi.
Singapura dengarSingapore Mediation Centetelah lahir sejak tahun 1996.
Mahkamah Agung sebelum mengeluarkan PERMA No 1 iTak@08, terlebih
dahulu harus melakukan studi khusus kepada neg@ara yang telah lebih dahulu

mempunyai sistem mediasi, seperti Australia, Jepamgerika dan negara-negara

Eropa>®

4. Pengertian Saksi

Saksi atau kesaksiasyghadahjtu terambil dari katanusyahadahyang artinya
melihat dengan mata kepala, karena syahid (orangg ymenyaksikan) itu
memberitahukan tentang apa yang disaksikan dahatilya®. Yang dimaksud

dengan keterangan saksi dalam pembahasan ini godaberitahuan yang diberikan

%> Wahyu WidianaUUpaya Penyelesaian Perkara Melalui Perdamaian PRéagadilan Agama
Kaitannya Dengan Peran BPMakalah disampaikan pada Rakernas BP4 tanggal 15tAg 2008
di Jakarta, 4

°% Mudzakir AS (Pener;j), Sayyid Sabigikih Sunnah Juz XI¥Bandung: Alma’arif, 1987 ), 57.



oleh saksi di depan pengadilan mengenai suatutiperiyang telah disaksikannya
dengan benar untuk dijadikan sebagai alat bukthgae kata lain, keterangan saksi
adalah kesaksian sa¥si

Menurut Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa lesakadalah kepastian
yang diberikan kepada hakim di persidangan tenpergstiva yang disengketakan
dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan prddadi orang yang bukan salah

satu dalam perkara, yang dipanggil di persidarfgan

5. Dasar Hukum Saksi

Kesaksian itu fardhu ‘ain bagi orang yang memikalrapabila dia dipanggil
untuk itu dan dikhawatirkan kebenaran akan hilabghkan wajib apabila
dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun digtalpanggil untuk itu, karena

firman Allah Ta'aala:

(MV;SJB,.:\).z\;ﬁwﬁgl,“ﬁ;&bu,%” 65 s

Artinya: “Janganlah kamu sembunyikan persaksian, dan barampa yang
menyembunyikannya, maka dia adalah orang yang lsartatinya”.

Dan firman-Nya:

(0 (DUal) A SAEaY ) gl
Artinya: “Dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah”
Di dalam Hadits Shahih:
Cagllae ' Callls SAT “pal
Tolonglah saudaramu baik yang berbuat zhalim ataupang dizhalimi

Penunaian kesaksian adalah menolongnya.

57 Abdullah Umar,Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Menurut Hukum Is(aiakarta: Pustaka Al-
Husna, 1986). 89
*8 Sudikno,Op. Cit, 134.
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Dari Zaid Bin Kholid, bahwa Rosulullah saw. Bersabmaukah aku beritahukan
kepadamu saksi yang paling baik?”......"yaitu yang nanp[aikan kesaksiannya
sebelum dia diminta untuk itu”

Kesaksian itu hanya wajib ditunaikan apabila sakampu menuanaikan tanpa
adanya madharat yang menimpanya baik dibadannyzgrik@tannya, hartanya,
ataupun keluarganya, dalam Al-Qur'an disebutkan:

IO 13l . Kl Wy Lols ) U

“Janganlah penulis dan saksi itu mendapatkan késuil®.

6. Kedudukan Keluarga Sebagai Saksi dalam Perkar&yigaq

Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang tidalya berdampak langsung
pada para pihak yang terkait dengan kasus peroetaraebut, namun juga akan
berdampak dan berpengaruh pada kehidupan sosiad-orang yang mempunyai
hubungan erat dengan para pihak berperkara, yatualga dan teman-teman
dekatnya. Karena itu dalam perkara sengketa penkayi Undang-Undang
mengahruskan kehadiran pihak keluarga atau temieat debagai saksi jika gugatan
didasarkan pada alasan adanya perselisihan teroerase (syigaq). Keharusan
kehadiran pihak keluarga atau teman dekat pihageblsra tidak terikat, apakah
gugatan diakui atau dibantah.

Hal ini sebagaimana yang digariskan oleh pasalya® (1) Undang-Undang No.
3 tahun 2006 yang berbunyi:

"Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasayigay, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengar &ag@an saksi-saksi yang

%9 Mudzakir AS,Op. Cit.,56.



berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengamami-istri dan setelah itu
hakim dapat mengangkat seorang atau lebih dari d&gja masing-masing pihak
atau orang lain untuk menjadi hakam".

Pada pringsipnya ketentuan ini sama dengan p&say& (2) PP. No. 9 Tahun
1975 yang berbunyi:

“Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima bjpa telah cukup jelas bagi
Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan daenmkaran itu dan setelah
mendengar pihak keluarga atau orang-orang dekagdarsuami istri itu".

Apa yang telah dikemukakan oleh kedua pasal tats#ibatas, mengharuskan
kepada hakim yang memeriksa perkara syigag tersebtuk mendengar dan
memeriksa keluarga dekat dengan suami istri yadgrgediperiksa itu. Jika ternyata
keluarga dekat tidak ada atau jauh dan sulit udthkdirkan ke persidangan, maka
hakim dapat memerintahkan kepada para pihak yamgtk@ra untuk menghadirkan
siapa-siapa yang dekat dengan mereka. Pemerikehsarda atau orang-orang dekat
dengan suami istri dalam perkara syigaq adalah ratipextau bersifat keharusan,
oleh karena itu pemeriksaan kepada mereka waglxshihakan oleh hakim sebelum
menjatuhkan putusan. Kelalaian mempergunakan tatayang telah ditentukan itu
mengakibatkan putusan yang dijatuhkan oleh hakirtal bdemi hukum atau
sekurang-kurangnya dalam tingkat banding harusa#tea pemeriksaan tambahan
untuk menyempurnakan pemeriksaan tersebut.

M. Yahya Haraha}) mengemukakan bahwa rasio menempatkan keluarga dan
orang-orang dekat untuk menjadi saksi dalam perlkgigaq tidak lain karena

perceraian syigaq ini sangat bersifat khusus, litea¢an keluarga sangat dibutuhkan

untuk menyelesaikannya. Pada umumnya keluarga samgiagharapkan agar tali

%M. Yahya HarahapKedudukan Kewewenangan Dan Acara Peradilan AagarbaNé. 7/1989
(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 148.



pernikahan mereka utuh, jarang mereka yang menmdiagi untuk menghancurkan
rumah tangga keluarganya, kecuali kalau keadaasuyah benar-benar parah. Atas
pandangan dan asumsi inilah, mereka sangat ditamapktuk menjadi saksi yang
bernilai sebagai alat bukti yang dapat di pertanggiawabkan. Hanya pihak
keluarga dan orang-orang dekat yang dapat masukamguri urusan suami istri
yang mengajukan cerai tersebut, oleh karena italareka yang dapat diharapkan
oleh hukum untuk memberikan kejelasan mengenailadgd dan peristiwa yang
terjadi dalam perselisihan dan pertengkaran sustmiyang mengajukan cerai §tu
Dengan demikian, maka kehadiran pihak keluarga &éanan dekat tersebut

mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

1. Salah satu jalan untuk mencari fakta yang mendddedienaran tentang factor-
faktor yang mengakibatkan perselisihan dalam rumi@mgga. Sebab
begaimanapun, masalah rumah tangga pada umumng#abeertutup untuk
orang luar, berbeda jika keluarga dan teman de&at) ypada umumnya dapat
mengetahui, meskipun tidak seutuhnya hal-hal yaagyebabkan perselisihan,
baik dilihat langsung maupun berdasarkan pengadaamara pihak berperkara;
dan tidak jarang di antara mereka telah berupagkunerukunkan keduanya.

2. Untuk menambah dan memperkuat pandangan Majebspatastiwa perceraian
yang pada umumnya dapat diketahui langsung oledkpileluarga atau teman
dekat yang mengetahui sejauhmana pandangan meyeteng kondisi rumah

tangga antara pihak berperkara.

51 bid., 265



Sebagai upaya untuk menentukan hakam bagi paek farperkara sebelum

upaya hakim mengambil sikap dalam put§&an

7. Upaya Perdamaian dalam Perkara Syigaq

Apabila terjadi perselisihan antara suami isthisgga terjadi ketidakharmonisan
dalam mengarungi bahtera rumah tangga, maka piéetatiui terlebih dahulu siapa
di antara kedua suami istri itu yang menjadi sefrmbulnya perselisihan tersebut.
Dalam keadaan semacam ini misalnya, Islam mendgarisiengan ketentuan-
ketentuan sebagai berikut:

1). Menyerahkan usaha perdamaian kepada suamtussendiri.

Apabila terjadi ketidak sepadanan di dalam runaaigga karena pembangkangan
(nusyuz)dari pihak istri maka Islam memberi kuasa kepadars untuk melakukan
tindakan-tindakan guna usaha perdamaian atau rtangiga dapat rukun kembali.
Sebagaimana dalam firman Allah surah An-Nisa’ dyt
ety Lalia Lagly aliay 0 Lagale zlia S8 Ll o)l 1358 ety 0o A 351540 ()
pladll) Dl staa Loay OIS o) 0 68Ty ) sladad (g gl Gl ) i pinfs

(00O

Artinya: Dan jika seseorang wanita khawatir akarsywz atau sikap tidak acuh dari
suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadp&rdamaian
dengan sebenar-benarnya, dan perdamaian itu leldlk tbagi mereka
walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dakajikamu menggauli
istrimu dengan baik dan memelihara dirimu (dari yws dan sikap tak
acuh), maka sesungguhnya Allah adalah mengetahai ygng kamu
kerjakarf>.

2). Menyerahkan usaha perdamaian kepada hakamdgumai).

2 Ropaun Rambe, A. Mukri Agaf)p.Cit 23.
3Al-Qur'an Dan Terjemahannyapc. Cit.155



Apabila usaha perdamaian yang diserahkan kepautai sstri tidak memperoleh
hasil, maka usaha perdamaian selanjutnya dialillkandiserah kepada hakamain,
masing-masing terdiri dari pihak keluarga suami dkami pihak keluarga istri.
Seabagaimana tersebut dalam Al-Qur'an surah An-ldisg 35:

Lagln ) (3o Ballal 1055 ) el (e Laiay adhl (5 Ll gfild Lagly (310 283 1)
(002 oLl ) 1 Gale 8 &1 0
Artinya: Dan jika kamu kwatirkan ada syigaq (persengketaamfara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-lalin seorang hakam
dari perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud adaign perbaikan,
niscaya Allah memberi taufig kepada suami istri Besungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengef{al

Berkaitan dengan proses pemeriksaan di lingkuigngadilan Agama, bahwa
setelah Majelis Hakim memeriksa tentang pemeriksparsyaratan formil dan
identitas para pihak yang bersengketa, maka Majelakim mengupayakan
perdamaian pada setiap kali pemeriksaan sidangargsiing, ini merupakan
ketentuan pada pasal 82 ayat (4) UU No. 3 tahue gfi(Pasal 31 ayat (2) PP No. 9
Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukwstarh yang harus dilakukan
oleh Majelis Hakim. Namun yang perlu diperhatikaalath upaya perdamaian
adalah:

1) Upaya perdamaian tidak hanya dilakukan oleh Ketwgeh$, namun juga

oleh para Hakim Anggota atas ijin Ketua Majelis.

2) Upaya perdamaian disampaikan dengan Bahasa yaray degmgetuk hati

nurani para pihak berperkara.

54 bid., 133.



3) Selama upaya perdamaian, hindari ungkapan yangnysafamemojokkan
salah satu pihak berperkara meskipun Majelis meygiukeyakinan dan
mengetahui adanya kesalahan pada salah satu pEhzdrkarf.

Khusus dalam perkara sengketa perceraian, asasanp@ian adalah bersifat
"imperatif’. Usaha mendamaikan merupakan beban yang diwajitukdamnm kepada
hakim dalam setiap sengketa perceraian. Memany lgfaajiban mendamaiakan,
tidak berlaku secara umum. Sifat imperatif upayandaenaikan terutama dalam
sengketa perceraian atas alasan "perselisihan daengkaran”. Dalam kasus
perceraian inilah fungsi upaya mendamaikan merjadijiban hukum bagi hakim.
Oleh karena itu, upaya mendamaikan dalam kasusnaégia atas alasan perselisihan
dan pertengkaran, harus merupakan upaya nyataaseptimal. Dari sini timbul
sebuah pertanyaan, kenapa fungsi upaya mendamaiilem perkara syiqaq
merupakan kewajiban bagi hakim. Sedangkan dalanugamPasal 82 ayat (4) UU
No. 3 tahun 2006 jo. Rumusan pasal 31 PP No.9 TaBiéh jo. Rumusan pasal 143
Kompilasi Hukum Islam tidak mencantumkan kata “WajiRumusan pasal-pasal
tersebut hanya mencantumkan kata “dapat” yaitsaha mendamaiakan dapat
dilakukan pada setiap sidang pemeriksadadi pasal-pasal tersebut harus dibaca
secara utuh, maka tersirat makna bersifat “imgepattan Fakultatif”.

Agar mendamaikan dapat dilakukan hakim lebih dfeldedapat mungkin
berusaha menemukan faktor yang melatarbelakangsepegketaan. Terutama
sengketa perceraian atas alasan perselisihan ddengiaran, sangat dituntut
kamauwan dan kebijaksanaan hakim untuk menemukdar featar belakang yang

menjadi bibitnya. Karena berdasar pengalaman daggmeatan, perselsisihan dan

% Ropaun Rambel.oc. Cit, 144.



pertengkaran yang muncul ke permukaan, sering hdigtarbelakangi masalah

sepele. Akan tetapi oleh suami istri tidak segeenymlesaikan atau oleh karena
suami istri tidak menemukan cara pemecahan yarngnals masalah sepele tadi
berubah bentuk menjadi perselisihan dan pertengkarang berlanjut dan

memuncak. Sekiranya hakim dapat menemukan latakded perselisihan yang
sebenarnya, lebih mudah mengajak dan mengarahkaanpaian. Bagi seorang
hakim yang hanya berpijak dari sudut pendekatamdgr tentu hanya terpaut
sekedar untuk menemukan fakta kuantitas dan ksaliperselisihan dan

pertengkaran. Sebaliknya bagi hakim yang terpanggiuk melaksanakan fungsi
mendamaikan secara optimal, tidak harus terjebdk parceraian dan menemukan
penilaian fakta kuantitans dan kualitas, namun $sra mencari dan menemukan

faktor yang melatar belakangi perselisihan darepeitaran tersebiit

C. Pembuktian

1. Pengertian Pembuktian

Dalam suatu persidangan, pada tahap tanya javeah,pgohak yang mempunyai
perkara diberikan kebebasan untuk mengemukakanstiperiperistiva yang
berhubungan dengan perkaranya. Hakim hanya mentp@rmaemua kejadian yang
dikemukakan oleh para pihak baik penggugat maupigugat. Untuk mendapatkan
kepastian bahwa peristiwa-peristiwa tersebut yardapat hubungan hukum itu
sunguh-sungguh telah terjadi, maka hakim memerlyt@mbuktian. Sedangkan
yang dimaksud dengan pembuktian adalah upaya jfzait pang berperkara untuk

meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa ataudkajayang diajukan oleh para

® M. Yahya Harahag,oc. Cit, 67.



pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yalay ditetapkan oleh Undang-
Undand’. Namun dalam pengertian yang luas, pembuktianahd&émampuan

penggugat atau tergugat memanfaatkan hukum perabulkibtuk mendukung dan
membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristpang didalihkan atau

dibantahkan dalam hubungan hukum yang diperkarakaaangkan dalam arti
sempit, pembuktian hanya diperlukan sepanjang rmemgeal-hal yang dibantah
atau hal yang masih disengketakan, atau hanya jsegayang menjadi perselisihan
di antara pihak-pihak yang berperkira

Menurut Kurdianto yang mengutip dari pendapat ibekti bahwa membuktikan
ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil a@i-dalil yang dikemukakan
dalam persengketaan.

Pembuktian didalam ilmu hukum hanya ada apabilgadie bentrokan
kepentingan yang diselesaikan melalui pengadilangyazimya masalah bentrokan
tersebut akhirnya disebut dengan perkara

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwalpetian adalah upaya para
pihak yang berperkara untuk menyakinkan hakim akelpenaran peristiwva atau
kejadian yang diajukan oleh para pihak yang beisgtagdengan alat-alat bukti yang
telah ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam sengiatg berlangsung dan sedang
diperiksa dimuka Majelis Hakim itu, masing-masinfgk mengajukan dalil-dalil
yang sedang bertentangan. Hakim harus memeriksandaretapkan dalil-dalil
manakah yang benar dan dalil manakah yang tidarb&erdasarkan pemeriksaan

yang teliti dan seksama itulah hakim menetapkaruimuktas suatu peristiwa atau

57 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan PegadilAgama (Jakarta:
Yayasan Al-Hikmah, 2000), 129.

%% bid., 130.

% Teguh Samuderajukum Pembuktian Dalam Acara PerdgBandung: Alumni, 1992), 10.



kejadian yang telah dianggap benar setelah mgdalmibuktian sesuai dengan aturan
yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangngatayang berlaktl
Sudah menjadcommunis opiniorseperti yang telah diketengahkaan di muka,
bahwa secara tidak langsung bagi hakim yang haresgkonstatir peristiwa,
mengkualifisirnya, dan kemudian mengkonstituir, makjuan dari pembuktian
adalah untuk memperolah kepastian hukum suatutiperiatau fakta yang diajukan
benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hamg benar dan adil.

Pembuktian sangat perlu sekali diketahui olehrshlmasyarakat dan perlu pula
untuk disebarluaskan agar measyarakat lebih jelEmahami masalah pembuktian
dengan alasan sebagai berikut:

1. Pembuktian merupakan bagian yang penting di dalé«uarh acara.

2. Dalam mengadili perkara perdata maupun pidana,nhaelalu memerlukan
pembuktian.

3. Perkara akan mudah dicapai penyelesainnya yang Ipastasarkan alat-alat
pembuktian.

4. Dengan pembuktian dimaksudkan akan dapat dicapstu skebenaran yang
sesungguhnya yaitu kebenaran dari hubungan hukbadap pihak-pihak yang
berperkara.

5. Dengan pembuktian maka akan diketahui siapa sefgmgang salah dan siapa
yang benar.

6. Dengan pembuktian maka akan dijamin adanya pertigaiu terhadap hak-hak

asasi pada pihak yang berperkara secara seimbang.

"ibid., 135-135.



7. Dengan pembuktian dapat memberikan gambaran pesaariksuatu perkara
adalah pemeriksaan yang benar menurut hukum.

8. Dengan pembuktian akan menjamin bahwa hakim dalafakmkan pembuktian
tidak mengada-ada karena telah ditentukan dalamngadndang.

Dalam perkara perceraian bukti kesaksian merupakatu alat atau sarana yang
banyak digunakan oleh hakim untuk memberikan skaputusan terhadap perkara
yang diajukan kepadanya. Bahkan bukan hanya bagmhaaja alat bukti itu
penting. Tetapi juga para pihak yang berperkaraukumhenguatkan dalil-dalil

gugatannya atau dalil-dali bantahn masing-masing.

2. Asas dan Beban Pembuktian

Dalam pemeriksaan di muka sidang, pembuktian m&arpgemeriksaan yang
sangat penting dan menentukan. Pembuktian dapata#iikn sebagai kunci tabir
kebenaran dalam suatu persengketaan. Maka sejaud peailaian hakim terhadap
bukti-bukti yang diajukan oleh pihak yang berpeskaakan dapat menunjukkan
sejauh mana kearifan hakim dalam menegakkan keadia kepastian hukum. Oleh
karena itu, dalam pembuktian ini, hukum acara meikdre tata aturan tentang
gambaran bagaimana acara pembuktian yang benay,nganuju kepada tegaknya
keadilan dan kepastian hukum sebagai tugas utangagian dalam menyelesaikan
sengketa pihak berperkara.

Asas pembuktian dalam hukum acara perdata dijuigpiam pasal 1865 KUH
Perdata, 163 HIR, pasal 283 RBg, yang bunyi passdipitu semakna saja, yaitu:

barang siapa mempunyai suatu hak atau guna merhbaata orang lain, atau

"ibid., 8.



menunjuk suatu peristiwa, ia diwajibkan membuktikatanya hak itu atau adanya
peristiwa terseb(i.

Sedangkan yang dimaksut dengan beban pembuktéahachasalah yang dapat
menentukan jalannya pemeriksaan perkara dan mew@enhasil perkara.(Samudera,
1992 : 22) dan berdasarkan ketentuan Undang-undasgl 1865 KUH Perdata,
pasal 163 HIR, pasal 283 RBg, maka pembuktian dibkdn kepada kadua belah
pihak yang berperkara baik penggugat maupun tetGuga

Soal pembagian pembuktian adalah soal yang sangeit penyelesaianya, baik
mengenai peraturan maupun mengenai peraturan pekeksya dalam praktek. Para
hakim dituntut tanggung jawab yang berat dan p&duoermatan, ketelitian dan
kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang pkeri beban pembutian
terlebih dahulu dan selanjutnya.

Dalam praktek biasanya pihak penggugat dibebankatuk membuktikan
terlebih dahulu atas dalil-dalilnya, dan kemudiartui selanjutnya setelah bukti-
bukti penggugat telah dikemukakan semua, makaatibajiliran tergugat untuk
membuktikan atas sanggahanffy&arena itu, harus diadakan adanya keseimbangan
dalam pembebanan pembuktian. Pembebanan pembuktiag berat sebelah
(apriori) menjerumuskan suatu pihak dalam kekalahan dam akenimbulkan
perasaan teraniaya pada pihak yang dikalahkan. s@utyang semata-mata
didasarkan kepada keyakinan hakim dapat menimbukeitak pastian hukum

(rechts on zekerheid)lan kesewenang-wenangaviliekeur).

2 A, Rasyid RaihanHukum Acara Peradilan Agandakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 142.

¥ Riduan SyahraniBuku Materi Dasar Hukum Acara PerdatBandung: Citra Adiya Bakti, 2000),
79.

" Kurdianto, Hukum Acara Perdata Indonesj#ogyakarta: Liberti, 1991), 106.



Untuk lebih jelasnya, landasan hukum yang digunale@am beban pembuktian
seperti yang disebutkan di atas adalah:

1. Pasal 163 HIR (pasal 283 RBg) yang berbunyi: “ bagasiapa yang
menyatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkatu fuerbuatan untuk
menguatkan haknya itu, atau untuk membanta hakgolan, maka orang itu
harus membuktikan adanya kejadian itu”.

Apabila membaca redaksi pasal ini, maka, akan reek@n kesan seakan-akan
orang yang mengadukan perkara kepada pengadilafy sarus membuktikan apa
yang diajukan, padahal di dalam perkara perdatanggshnya tidak demikian
halnya, yang harus dibuktikan kebenarannya hanyalah yang disangkal oleh
panggugat.

Selain dari itu, yang harus dibuktikan juga oleangy yang merasa mempunyai
hak buat menuntut orang lain, ialah hal-hal yarggupakan dasar dari haknya itu,
dengan perkataan lain, hal-hal yang menimbulkamyealktu tidak perlu ia buktikan
bahwa haknya itu pada saat diajukannya masih hetkkis. Jika lawannya (pihak
tergugat) mengatakan, bahwa hak itu sudah tidakssilamaka tergugat itulah yang
harus memberikan bukti kebenaran perkataZnya

Untuk menentukan beban pembuktian ada pada pihala,nmeerlu diteliti dan
dirinci ketentuan pasal di atas:

1. Pasal yang mengatakan mempunyai hak harus meméauokiéknya itu, biasanya
penggugat yang mengatakan mempunyai hak, maka pegatgh yang harus
diberi beban pembuktian terlebih dahulu.

2. Pihak yang menyebutkan suatu peristiva untuk meriegu haknya harus

membuktikan adanya peristiwva adanya peristiwa betseapabila pihak yang

> R. Tresna,Komentar HIRJakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), 139.



menyebutkan peristiwa itu penggugat, maka dia maeusbuktikannya, beban
pembuktian ada pada penggugat. Tetapi apabila pyelg menyebutkan

peristiwa itu tergugat, maka dia harus membuktikanmeban pembuktian ada
pada tergugat.

3. Pihak yang menyebutkan suatu peristiwa untuk metahamak orang lain harus
membuktikan adanya peristiwa tersebut. Apabila kpiyang menyebutkan
peristiwa itu penggugat, maka beban pembuktian @atia penggugat, tetapi
apabila pihak yang menyebutkan peristiwa itu teajumaka beban pembuktian
ada pada tergudét
Apabila ketentuan pasal 163 HIR (283 RBg) ini dgmeg teguh, maka dalam

prakteknya dapat menimbulkan beban yang sangat baga salah satu pihak yang

disuruh membuktikan, yang dapat merugikannya, yatiapabila dia tidak dapat
membuktikannya, dia akan menanggung resiko dikalahk

Ketentuan pasal 163 HIR (283 RBg) hanya dapat dipggebagai pedoman saja
bagi Majelis Hakim dalam menentukan beban pembualden memang merupakan
problem yuridis yang sulit dipecahkan, tidak habggi hakim, melainkan juga bagi
pengacara atau penasehat hukum, sehingga mergadnabagi hakim kasasi untuk
membatalkan putusan hakim yang memeriksa faltgexfacy.

Pitlo membaygi tiga teori dalam menguraikan belEmbuktian, sebagai berikut:

1. Teori hak (teori hukum subyektif)

Teori ini mengajarkan bahwa suatu perkara selalungewai hal

mempertahankan hak. Barang siapa yang mengemulekdanmaka harus

% Abdul Muhammad KadirHukum Acara Perdata Indones{Bandung: PT. Citra Aditya Abadi,
1992), 117.



membuktikan kebenarannya. Tetapi ia tidak harus Iooktikan segala apa
yang diperlukan untuk membuktikan haknya.

2. Teori hukum (teori hukum obyektif)
Teori ini mengajarkan bahwa siapa yang datang lkepaakim untuk
melaksanakan peraturan hukum atas fakta-fakta ghkemukakan, maka
untuk itu tidak perlu harus membuktikan kebenaranian hakim yang akan
mengesahkan peraturan hukum tersebut.

3. Teori hukum acara dan teori kepatutan
Teori ini berpangkal pada hasil yang sama, hakimandanembagi beban
pembuktian harus didasarkan kesamaan kedudukanpgealk, oleh karena
hakim membebankan pembuktian para pihak secardarigrdan patdt

4. Teori pembuktian yang bersifat menguatkan @ljot offirmatief)
Menurut teori ini maka siapa yang mengemukakan atesuharus
membuktikannya dan bukan mengingkari atau menydngkaDasar hokum
daripada teori ini adalah pendapat bahwa hal-hagj ygegative tidak perlu
dibuktikanfiegative non sunt probandaleristiva negative tidak dapat
menjadi dasar dari suatu hak; sekalipun pembukg@mmungkin, hal ini
tidaklah penting dan oleh karena itu tidak dapabedankan kepada
seseorang. Dan teori ini telah ditinggallan

2. Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi : “ setiap ngayang mendalihkan
bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhk&nyh sendiri

maupun membantah hak orang lain, menunjukkan paddusperistiwa,
diwajibkan membuktikan adanya hak akan peristiwseieut”.

T A Pitlo, Pembuktian dan Daluarsa Menurut KUH Perdata Belafdtzkarta: PT. Intermasa. 1967),
45,
8 Rasyid,Op.Cit, 140.



Disamping asas dan beban pembuktian yang tercadalam pasal 163 HIR
(pasal 283 RBg) dan pasal 1865 KUH Perdata, adarapa ketentuan khusus yang
lebih tegas dari pada pasal 163 HIR (pasal 283))RIRg pasal 1865 KUH Perdata
tersebut. Antara lain dapat disebutkan pada pasatperikut ini:

1. Pasal 533 kuh perdata yaitu orang yang menguagandatidak perlu
membuktikan i'tikad baiknya. Siapa yang mengemukakdanya i'tikad
buruk harus membuktikannya.

2. Pasal 535 kuh perdata yaitu kalau seseorang telamutai menguasai
sesuatu untuk orang lain, maka selalu dianggap msken penguasaan
tersebut, kecuali apabila terbukti sebaliknya.

3. Pasal 1244 kuh perdata yaitu kreditur dibebaskanpgmbuktian kesalahan
dari debitur dalam hal adanyadnprestatie”.

Diluar ketentuan-ketentuan khusus yang diantaratigabutkan di atas, hakim
hanya berpedoman pada asas umum yang tercantum patal 163 HIR (pasal 283
RBg) dan pasal 1865 KUH Perdata.

Pemaparan di atas, merupakan konsep pembuktiarasemum yang berlaku di
lingkungan Peradilan di Indonesia dan konsep df@iki jauh berbeda dengan konsep
pembuktian dalam Peradilan Islam, yang bersumbea fiaman Allah dalam surah
Fushshilat ayat 31 yang berbunyi:

(M) : cBladll) e La Lgd AT
Artinya: "Dan kamu memperoleh di dalamnya (surga) apa yangukainta”®

Hadits Nabi SAW. Yang berbunyi: ) )
K e g Gaally s e A

9 Al-Qur'an Dan Terjemahanny@p. Cit.,877.



Artinya: "Bukti bagi orang-orang yang menuduh, dan sumpah bagng-orang
yang tertuduh" (HR. Turmudzi).

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengaanad yang berpredikat
dha'if, akan tetapi hadits ini maknanya diperkdahdadits yang diriwayatkan oleh
Baihagi yang matannya sama.

Dan Atsar, bahwa dalam Peradilan Islam, pernabndbohkan oleh hakim yang
bernama Abu Musa Al-Asy'ari pada saat beliau memardan mengadili gugatan
yang diajukan oleh Kholifah Ali r.a. dengan pokokggtan bahwa baju perang
beliau dikuasai seorang Yahudi. Pada pringsipngkjnh Abu Musa Al- Asy'ari
berkeyakinan bahwa gugatan Kholifah Ali tersebudlald benar yang didasarkan
kepada pengetahuannya bahwa tidak hanya beliaul Kespmda baju perang
Kholifah Ali tersebut namun juga ia tahu bahwa Kfadl Ali adalah seorang yang
dapat dipercaya. Namun karena Kholifah Ali tidapatamembuktikan dalil-dalilnya,
maka gugatan Kholifah Ali tersebut ditolak hakimuAldusa Al-Asy‘ari’.

Maka dari itulah Syariat Islam menetapkan, bahwa psnuduh harus
mengemukakan bukti yang menunjukkan kebenaran &uhyla, yaitu berupa saksi-
saksi, surat-surat dan bagi tergugat harus memgatakmpah untuk melindungi
haknya. Jika tergugat tidak mengatakan sumpahngka mpenggugatlah yang berhak
memperoleh apa yang dituduhkannya. Dengan demikieadilan akan dapat

ditegakkan di antara manusia.

3. Kriteria Pembuktian

80 Ropaun rambe, A. Mukri AgafQp. Cit.161.



Ada ajaran hukum yang mengajarkan atau beranggaphwa yang dapat
dibuktikan itu hanyalah kejadian-kejadian atau gieva-peristiwa saja. Walaupun
dinyatakan dengan tegas apa yang harus dibukti&tapi tidak berarti bahwa setiap
orang yang mengemukakan suatu hak atau kejadiastiper itu selalu harus
membuktikan apa yang ia kemukakan. Yang harus tkask itu suatu hak atau
peristiwa, dan atau kebenaran hak dan atau pesisgveebut yang disangkal oleh
pihak lain. Apabila seseorang mengemukakan terttakgya, sedangkan pihak lain
tidak menyangkal maka orang yang mengemukakan hakagi tidak perlu
membuktikan adanya hak yang dinyatakan tadi.

Hakim dalam proses perdata harus menemukan daantug@an peristiwa atau
hubungan hukumnya dan kemudian mempertahankan ratnetapkan hukum
tehadap peristiwa yang telah ditetapkan.

Peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh pengtdaga tergugat belum tentu
semuanya penting bagi hakim sebagai dasar pertgabasiari pada putusannya. Ada
beberapa peristiwa yang harus dibuktsikan dan haresenuhi syarat sebagai
berikut:

1. Peristiwa atau kejadian tersebut harus merupakéstipa atau kejadian yang
disengketakan, sebab pembuktian itu merupakan gatak menyelesaikan
sengketa.

2. Peristiwva atau kejadian tersebut harus dapat diukwikat dengan ruang dan
waktu, sebab peristiwa-peristiwa atau kejadian yadgk dapat diukur tidak
dapat dibuktikan.

3. Peristiwa atau kejadian tersebut harus berkaitagate hak yang disengketakan.



4.

Peristiwa atau kejadian itu efektif untuk dibuktikamaksudnya bahwa sering
untuk membuktikan suatu hak terdiri dari beberagréspwa atau kejadian. Maka
peristiva atau kejadian itu merupakan salah satta nmangkaian kejadian
tersebut.

Peristiwa atau kejadian tersebut tidak dilarang) biekum atau kesusila®in

Dalam acara pembuktian di muka sidang pengadiidak semua hal perlu

dibuktikan, tetapi ada beberapa hal yang tidakupéibuktikan. Hal-hal yang tidak

perlu dibuktikan adalah:

1.

2.

Segala sesuatu yang diajukan oleh salah satu gdrakiiakui oleh pihak lawan.
Segala sesuatu yang dilihat sendiri oleh hakimegat sidang pengadilan.
Segala sesuatu yang dianggap diketahui oleh umum.

Segala sesuatu yang diketahui oleh hakim karengepaimuannya sendifi

Dalam buku hukum acara perdata Indonesia yang diiatakan bahwa ada

beberapa hal dalam suatu peristiwa tidak perluktikan atau diketahui oleh hakim.

Hal ini disebabkan karena:

1.

Peristivanya memang dianggap tidak perlu diketahisiu dianggap tidak
mungkin diketahui oleh hakim yang berarti bahwa drelvan peristiwa tidak
perlu dibuktikan kebenarannya. Contoh:
1). Dalam hal dijatuhkan putusan verstek. Karengutgat tidak hadir, maka
peristiwva yang menjadi sengketa yang dimuat dalamtsgyugat tanpa

diadakan pembuktian dianggap benar dan kemudigmatamendengar

81 Sudikno Mertokusumddukum Acara Perdata Indonesjdogyakarta: Liberti, 1999), 111.
8 Riduan SyahraniBuku Materi Dasar Hukum Acara PerdatBandung: Citra Adiya Bakti, 2000),

78.



2).

3).

4).

serta diluar hadirnya pihak tergugat dijatuhkanupah verstek oleh
hakim.

Dalam hal tegugat mengakui gugatan tegugat,amadristiva yang
menjadi sengketa yang diakui itu dianggap telabuler, sehingga tidak
memerlukan pembuktian lebih lanjut.

Dengan telah dilakukan sumpadecisoer sumpah yang bersifat
menentukan, maka peristiwva yang menjadi sengketag ydimintakan
sumpah dianggap terbukti dan tidak memerlukan piarh&ebih lanjut.
Telah menjadi pendapat umum, bahwa dalam ha@bban kurang cukup
atau dalam hal diajukan referte, maka pembuktidaktidiperlukan dan

hakim tidak boleh membebani para pihak dengan pktiaou

2. Hakim secara&x officio dianggap mengenal peristiwanya, sehingga tidaku per

dibuktikan lebih lanjut. Peristiwa itu adalah:

1)

2)

Apa yang dikenal sebagai peristiwaotoir. Peristiwa notoir adalah
kejadian atau keadaan yang diangab sudah diketalai umum,
sehingga hakim yang berpendidikan tinggi harus retii peristiwa ini
dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Peristiwa-peristiwva yang terjadi persidangan dimukakim yang
memeriksa perkara. Kejadian-kejadian prosesuildianggap diketahui
oleh hakim, sehingga tidak perlu dibuktikan lel@hjut, misalnya bahwa
pihak tergugat tidak datang, bahwa pihak tergugabhgakui gugatan,

bahwa pihak penggugat mengajukan barang bukti.

3. Pengetahuan tentang pengalaman. Yang dimakswghualepengetahuan tentang

pengalaman ini adalah kesimpulan berdasarkan pEmggt umum. Pengetahuan



tentang pengalaman ini tidaklah termasuk hukum,enar tidak bersifat
normative, tetapi merupakan pengalaman semata-rBatzaliknya juga bukan
merupakan peristiwa tertentu, melainkan merupakajadian yang terus-

meneru®’,

4. Sistem Pembuktian

Sistem berasal dari bahasa inggris, System arfogitu rangkaian prosedur yang
telah merupakan suatu kebetulan (kesatuan) untdksanakan suatu fungsi. Jadi
pengertiannya sama sekali lain dengan sistem dheda belanda yang artinya cara.

Sistem hukum perdata HIR atau RBg merupakan sisté&eum yang berdasarkan
kepada keberadaan formal, artinya memeriksa damgadénperkara perdata terkait
mutlak kepada cara-cara tertentu yang telah didalmm HIR atau RBg. Karena
itulah sistem pembuktiannya juga berdasarkan paterkdaan formal itu. Lama
kelamaan sistem ini ditinggalkan karena keperluankum dan praktek
penyelengaraan peradilan, sehingga dipakailah Hukgara Perdata yang bukan
hanya terdapat dalam HIR atau RBg, tetapi juga yendppat dari KUH Perdata,
Rsv Reglement op de Rechtsvordejingdari kebiasaan-kebiasaan praktek
penyelenggaraan Peradilan, termasuk surat-surataredaan petunjuk dari
Mahkamah Aguny.

Selain dari pada itu, aliran kebenaran formal jugalah beralih kepada

keberadaan materiil, artinya walaupun alat buktase formal telah mencukupi,

3 ibid., 106.
8Subekti,Hukum Acara PerdatéBandung: Offset Angkasa, 1977), 81.



hakim tidak boleh memutus kalau ia tidak yakin ydiahwa hal itu telah terbukti
benar secara material.

Sehubungan dengan itu, di muka Pengadilan Agamg, rmla suatu hal yang
perlu diingat, yaitu sekalipun secara formal mehurtllR atau RBg dan lain
sebagainya itu sudah dianggap cukup secara foremaukti, hakim tidak boleh
memutus kalau ia tidak yakin benar secara mategiturut hukum Islaff.

5. Penilaian Pembuktian

Sekalipun suatu peristiwa yang disengketakan ataht diajukan pembuktian,
namun pembuktian itu masih harus dinilai pada umanrsepanjang Undang-
undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untekilai pembuktian. Jadi
yang berwenang menilai pembuktian adalah hakim, lgaryalahjudex factisaja,
sehingga Mahkamah Agung tidak dapat mempertimbanglk@am pemeriksaan
kasasi.

Berhubung dengan menilai pembuktian hakim dapsindak bebas atau diikat
oleh undang-undang, maka hal tersebut menimbull@atampyaan, sampai berapa
jauhkah hukum positif boleh mengikat hakim atauappihak dalam pembuktian
dalam peristiwa sidang di pengadilan, tentangrhiada tiga teori:

1. Teori pembuktiabebas
Teori ini tidak mengehndaki ada ketentuan-ketamty@ng mengikat hakim,
sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat bisarkepadanya.
2. Teori pembuktianegatif
Menurut teori ini harus ada ketentuan-ketentuargyaengikat, yang bersifat

negative, yaitu bahwa ketentuanini harus membateda larangan kepada hakim

%Roihan A. RasyidQOp. Cit, 145-146.



untuk melakukan suatu yang berhubungan dengan peiabuladi hakim di sini
dilarang dengan pengecualian (pasal 169 HIR, 306, RB05 KUH Perdata).
3. Teori pembuktiapositif
Teori ini menghendaki adanya perintah kepada hakim sini hakim
diwajibkan, tetapi dengan syarat (pasal 165 HIRp Z8Bg, 1870 KUH

Perdatd}.

Akan tetapi menurut pendapat umum menghendaki peonbuktian yang lebih
bebas. Adanya kebebasan dalam hukum pembuktiaimiaksudkan untuk memberi
kelonggaran wewenang kepada hakim dalam mencadnkedn serta hakim akan
dapat lebih aktif dalam menguji kebenaran suattafaRan sisi kelemahannya dari
teori yang lain adalah memungkinkan fakta yangatirjidak sesuai dengan realita
yang sebenarnya, kalau demikian yang terjadi maailan dan kebenaran tidak
akan terwujud.(pasal 27 Undang-Undang No. 14 TdlQT0).

Dalam menilai bukti-bukti yang diajukan pihak bergara dalam Hukum Acara
Perdata, termasuk Peradilan agama, berlaku dualgem, yaitu:

1. Bukti mempunyai nilai kebenaran yang mengikat
Penilaian bukti mempunyai kebenaran yang mendieai hakim sebagai
acuan menemukan kebenaran materiil didasarkan glatdukti yang diajukan
oleh pihak berperkara. Bukti berupa Akta Otentiksainya, merupakan bukti
sempurna dan mengikat selama akta otentik ters@dak dibuktikan ketidak
benarannya oleh pihak yang membantah. Demikian payggakuan di muka
sidang merupakan bukti yang mengikat terhadap siapg telah melakukannya

sebagaimana dijelaskan pada pasal 174 HIR yangatakan bahwa :

8 Sudikno,Op. Cit, 115.



"pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim, cukupjadie bukti untuk
memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang gkeanya sendiri maupun
dengan pertolongan orang lain, yang istimewa dikaatuntuk itu".

Dan dalam hukum Islam ditemukan suatu kaedah lpargunyi :

Sl Al glally aKa3 (s
Arinya: "Kami mengambil keputusan atas dasar apa yang tanmo&kn dari hal
yang tersembunyi".

2. Bukti yang mempunyai nilai bebas

Bukti yang diajukan oleh pihak berperkara tidaknganya mempunyai nilai
yang mengikat. Dari bukti tersebut, bisa terjadiitmtidak diharuskan menganggap
bukti tersebut sebagai sesuatu yang mengikat dirtdfalam menemukan kebenaran
materiil. Misalnya bukti saksi, keterangan yangedikan oleh para saksi tidak

mengharuskan hakim mengambil alih kesaksian itsalp70 dan 175 HIR)

87 Ropaun Rambé. Mukri Agafj Op. Cit, 165.



BAB Il

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi yang dipilih untuk pemieh adalah Pengadilan Agama Kota
Malang yang terletak di jalan Raden Panji Soerosm N Malang. Dengan
pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Kota Malangpa&an Pengadilan Agama
dengan status kelas 1 A dengan asumsi bahwa P&ngakijama Kota Malang

mempunyai perkara yang lebih kompleks.

B. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji permasalahan-permasalahan tedrsatapun jenis peneliti ini
yaitu file research yang menggunakan suatu benenelfian yaitu penelitian
deskriptip dengan menggunakan pendekatan kualitagihelitian deskriptif adalah
penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecdieadasarkan data-data.

Kemudian menyajikan data, menganalisa serta mesrgigtasikan data yang ada.



C. Paradigma

Paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlamsisyang secara logis
dianut bersama, konsep atau proposisi yang mengaratara berpikir dan cara
penelitia®® . Paradigma penelitian diperlukan untuk menentukara dan arah
pelaksanaan penelitian sehingga terdapat konssipmikiran, pembahasan, dan
pelaporanny®.

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggumek paradigma. Artinya,
penelitian ini mengasumsikan bahwa kenyataan-keayaempiris terjadi dalam
konteks sosio kultural yang saling terkait satu adain. Perubahan hukum saling
terjadi kerena disebabkan adanya perubahan soasylarakat.

Pada dasarnya peradigma alamiah disebut juga ifemekualitatif, yakni
peneliti berusaha menggambarkan fenomena sosialarasedolistik dan
menggambarkan fenomena hukum yang terjadi karendbg@ean masyarakat tanpa
melakukan manipulatif. Keaslian dan kepastian mekap faktor yang sangat
ditekankan. Karena itu kriteria keaslian lebih kistlekan pada relevansi, yakni
signifikansi dan kepekaan individu terhadap lingkam sebagaimana adanya.

Adapun penelitian kualitatif menekankan keasltatak bertolak dari teori secara
deduktif @ preor) melainkan berangkat dari fakta sebagaimana addgmgkaian
fakta yang dikumpulkan atau dikelompokkan dan thaajdapat menghasilkan teori,

yang disebutgrounded theory(teori dari dasarj° Bahkan moleong menegaskan

8 | exy J. MoleongMetodologi Penelitian KualitatiffBandung: PT. Remaja Rosdakarya,1999).,30

8 M. Dimyati, Penelitian kualitatif Untuk llmu-limu SosiéMalang: FIP IKIP Malang, 1991)

% H. sayuti Ali, Metode Penelitian Agama: Pendekatan Teori dan Pleaide PrakteCet. 1;
Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 54



bahwa penelitian kualitatif dapat melihat hubungabab akibat. Hanya saja yang
menjadi titik tekan ialah suatu keadaan secaraiatatapa adanya}.

Menyesuaikan dengan persoalan yang diajukan olehelii, maka pada
penelitian ini peneliti berusaha mencari pemahamamg mendalam dan
menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkamalsdebenaran yang telah
ada. Paradigma yang digunakan oleh peneliti dakamelgian ini adalah interpretatif
yang ditinjau dari wujud teori merupakan suatu papatentang bagaimana
seperangkat sistem pemaknaan dihasilkan dan diagetan. Karena itu, kata syigaq
dalam Pasal 76 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 ti#qdat diartikan secara
leterlek untuk ditetapkan sebagai prosedur acargagydalam pemeriksaan di
Pengadilan Agama. Sehingga kata syiqaq yang diadapsAl-Qur'an Surah An-

Nisa’ ayat : 35 tidak dianggap bertentangan demsgahdan pesan yang dibawanya.

D. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari pendekatanya, jenis penelitian inmasuk jenis penelitian kualitatif.
Sedangkan dilihat dari jenisnya maka penelitianténmasuk jenis penelitian studi
kasus ¢ase studyyang terdapat di Pengadilan Agama Malang. Adagtudi kasus
didefinisikan suatu penelitian yang dilakukan sacantensif, terperinci dan
mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga, aglagtertentd®. Menurut
Sujarwo, studi kasus cenderung lebih lengkap, nlanddan telit® Oleh karenanya
menggunakan kata-kata studi kasus lebih sesuapddd studi perkara, sebab studi

kasus merupakan studi yang mendalam dan terfokus.

1 | exy J. MoleongMetodologi Penelitian KualitatiffBandung: PT. Remaja Rosdakarya,1999).,49

92 M. Djazuli Mudzakir,Studi Kasus: Desain Penelitian dan Metd@et.3; Jakarta: Raja Grafindo
Persada,2005),5

9 SoejarwoMetode Penelitian SosiéCet.5; Ghalia Indonesia,2003).,54



Adapun tujuan penelitian kasus menurut Moh. Nadialah untuk memberikan
gambaran secara mendetail tentang latar belakasglama sifat-sifat serta yang khas
dari kasus atau studi dari individu, yang kemuddari sifat-sifat diatas akan
dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Oleh seliab hasil penelitian ini
diharapkan mampu memberikan suatu gambaran yaigdatu terorganisir dengan
baik tentanng pertimbangan hakim dalam menyelesgikakara syigaq yang masuk
di Peradilan Agama Kota Malang.

Akan tetapi dalam penelitian hukum, pendekatangydipergunakan dalam
penelitian ini adalah jenis penelitian hukum noiifngtang kemudian disebut juga
penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukwenig ini, sering kali hukum
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam parajperundang-undangalaw in
bookg atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau ngamg merupakan patokan
prilaku manusia yang dianggap pantas.

Dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimanadpagan hakim terhadap
Pasal 76 Undang-undang No 3 Tahun 2006 tentarkpmgemperceraian dengan

alasan syigaq yang telah dipraktekkan hakim di Beiten Agama Kota Malang.

E. Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam peneliiatala subjek dari mana

data-data tersebut diperoléhSedangkan dalam penelitian hukum, sumber data yang

9 Amiriddin dan H. Zainal Asikin,Pengantar Metode Penelitian Hukufoet. 1; Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004),118
% Suharsimi.Op.Cit. 107.



digunakan hanya sumber data sekuriiekdapun sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1.Data Primer
Data primer adalah data yang dapat diperoleh damber data primer
dilapangan. Data ini dapat diperoleh baik dari seimbdividu atau perorangan.
Dr. Saifullah memberikan devinisi bahwa data priméalah data yang diperoleh
langsung dari sumber pertafiadal yang sama dikatakan oleh husein umar, data
primer adalah data yang didapat dari sumber perta@ara individu atau
perorangan seperti hasil dari wawancara atau pesdisian kuisioner yang dapat
dilakukan oleh penelif® Sedangkan data primer dalam penelitian ini diggrol
dilapangan berupa hasil informasi atau wawancargslang dengan hakim
peradilan agama kota Malang, terkait dengan pesemik perkara syigaq sesuai
yang dimaksud oleh ketentuan pasal 76 Undang-Unddémg3 Tahun 2006
sebagai salah satu alat bukti atau hakam dalamaedugat cerai atas alasan
syiqag.
2. DataSekunder
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakshrispengumpulanya
oleh peneliti. Jadi data sekunder adalah data gatapatkan dari tangan ketiga,
keempat dan seterusnya, dalam artian melewatiaatu lebih dari dua pihak

yang bukan peneliti senditi Sedangkan Husein Umar mengatakan bahwa data

9 Amiriddin dan H. Zainal Asikin.Qp. Cit118

9" Saifullah,Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skiidand Out, Fakultas Syari’ah
UIN Malang,t.t),t.h.

% Husein UmarMetode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bigdakarta: Raja Grafindo Persada,
2007),42

9 Suharsimi arikuntoprosedur penelitian suatu pendekatan praktek, edissi v (Jakarta: rineka
cipta, 2002),56



sekunder adalah data primer yang telah diolah lelnijut dan disajikan baik oleh
pihak pengumpul data primer maupun oleh pihak &ifiy

Data sekunder didapatkan dari beberapa kalangag gapat menunjang
kegiatan pelaksanaan penelitian seperti hasil gameterdahulu. Data sekunder
bersifat kepustakaan dalam Hukum Perdata, HukumraA€&erdata, Hukum
Acara Peradilan Agama khususnya dalam hal kesaksianasuk juga studi
documenter. Berbagai referensi antara lain daai-an, Hadits Nabi, Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang No 3uif&006 Tentang
Acara Peradilan Agama, KHI (Kompilasi Hukum Islarkitab Undang-undang
Hukum Acara Perdata, buku-buku, artikel, majalahsildopedi, kamus dan
beberapa literatur yang berkaitan dengan mateui jpenelitian.
3. DataTersier

Data yang memberikan petunjuk maupun penjelasaadap data primer dan
data sekunder, seperti kamus (hukum) ensikidpedDleh karenenya untuk
membantu dalam penelitian ini peneliti menggunakeherapa kamus hukum

dan juga beberapa buku enseklopedi diantaranyaniigiam.

F. Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data, teknik yang digunakanndgsanelitian ini adalah
sebagai berikut:

1.Interview (wawancara)

100 Hysein umar.Qp.Cit
19%Amiruddin dan H. Zainal AsikinPengantar Metode Penelitian Hukui@et. 1; Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004), 118



Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam panejiang berlangsung
secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatéfa mendengarkan secara
langsung informasi-informasi atau keterangan-kegga. Adapula yang
mengatakan bahwa wawancara adalah suatu cara tujttdn mendapatkan
informasi maupun pendirian responden secara lesan tdtap muka antara
pewawancara dengan respond¥n.

Pada tahap ini husein umar juga mendefinisikamvbawawancara adalah
suatu teknik pengumpulan data yang pelaksanaanpat diilakukan secara
langsung berhadapan dengan orang yang diwawandtei&i,data primer atau
data sekunder. Akan tetapi dapat juga dilakukaaraejidak langsung seperti
menggunakan daftar pertanyaan untuk dijawab padsenkgatan lain®®
Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti mengadakanancara secara langsung
dengan hakim pengadilan agama kota malang.

Ditinjau dari pelaksanaanya wawancargefview) dibedakan menjadi tiga
bagian yaitu:

a) Interviewbebas, dimana pewawancar bebas menanyakan apgaun s
tetapi juga mengingat data yang akan dikumpulkan.

b) Interviewterpimpin, yaitu interview yang dilakkan oleh peveancara
dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap daci sFperti

dimaksud dalam interview terstrukttf?.

102 Muslimin, Metodologi Bidang Sosid[Cet,1; Bayu Media,2002),23

193 Husein Umar.Op.Cit51

%% yang dimaksud dengan teknik wawancara berstrukidmlah suatu cara yang dilakukan
berdasarkan kuesioner. Kuesioner digunakan pewasancuntuk mengkomunikasikan
pertanyaan-pertanyaan sebagai mana yang tertexm dalesioner tersebut, sehingga responden
mengerti maksud pertanyaan yang diajukan dan dapafawab dengan baik, lihat Muslimin.,
Op.Cit21



c) Interviewbebas terpimpin, yakni kombinasi antar interviesbds dan
interview terpimpin. Pewawancara membawa pedomaiy yeanya
merupakan garis besar tentang hal-hal yang dapettdnyakari®®

Dari beberapa teknik interview diatas, penelitinggunakan teknik yang ketiga,
agar mendapatkan data yang benar dan valid daoktsrfmaka wawancara di
lakukan oleh hakim Pengadilan Agama Kota Malang.

2.Dokumentasi

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variglaleg berupa catatan,
transkip, buku, surat kabar, majalah, prasastiulent lengger, agenda dan
sebagainy=°.

Menurut Lexy J Moleong dokumentasi atau dokumemumpakan kumpulan
data baku yang diperoleh pada instansi atau omsinigang ada, baik
pemerintahan atau swasta, misalnya data monogaafilan-lain. Pada metode
ini peneliti mengupayakan untuk memperoleh datagdenjalan mengadakan
pengamatan dan pencatatan secara teliti di Peagadijama Kota Malang
terkait dengan perkara syigaq guna untuk mempentdéd yang diinginkan oleh

peneliti.

G. Teknik Pengolahan Data
Teknik pengolahan data, teknik yang digunakanrdgdanelitian ini antara lain:
a. editing adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telaératikan oleh

pengumpul data. Tujuan dari pada editing adalahukunnengurangi

195 syharsimi.Op.Cit 132
1% syharsimi ArikutantoQp. Cit, 206.



kesalahan atau kekurangan yang ada didalam dafttanyaan yang sudah
diselesaikan sampai sejauh mungkin. Menurut MohzilNsebelum data
diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dah@langan perkataan lain data
atau keterangan yang telah dikumpulkan dalsoord book®’ Daftar
pertanyaan ataupunterview guideperlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki.
Jika masi terdapat hal-hal yang salah atau yanghnmasragukan. Kerja

memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data
dinamakan mengedit dat® Dalam penelitian ini peneliti mempelajari data-
data hubunganya dengan perkara syigaq.

b. Organizing pada tahap ini peneliti menyusun dan mengatua tetang

pertimbangan hakim dalam memutskan perkara syigag.

H. Teknik Analisis Data
Analisis jenis apapun jelas melibatkan cara barpeéktentu. Menunjukkan pada
pengujian sistematis tentang suatu hal guna mekemtoagian-bagianya, hubungan
antar bagian dan hubungan sesuatu dengan keseidfdisedangkan yang dimasud
teknik analisis data adalah suatu cara yang digamalkituk menganalisa data-data
yang telah diperoleh untuk mencapai suatu kesimpygaag tepat dalam penelitian.
Pada tahab ini peneliti menggunakan analisis gegkrkualitatif. Secara

harfiyah, metode derkriptif adalah metode pendlitimtuk membuat gambaran

107 Muslimin., Op.Cit216
19 Moh. NasirMetode Penelitiarfcet. 3; Jakarta: ghlalia Indonesia, 1988), 406
199 Muslimin., Op.Cit 241



mengenai situasi atau kejadian, sehingga metodeadksud mengadakan akumulasi
data dasar belak®.

Dengan analisis deskriptif ini peneliti ingin mgagnbarkan dan menganalisis
data pada perkara syigaq di Pengadilan Agama Keatlard, dan pandangan hakim

mengenai perkara syigag.

10 Moh. Nazir.,0p.Cit55



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakakang Obyek Penelitian

1. Lokasi

Dalam hal ini lokasi yang dipilih untuk peitiah ini adalah; Pengadilan Agama
Kota Malang yang terletak di jalan Raden Panji 8serNo. 1 Malang. Dengan
pertimbangan bahwa Pengadilan Agama Kota Malangpa&an Pengadilan Agama
dengan status kelas 1 A dengan asumsi bahwa P&ngakijama Kota Malang
mempunyai perkara yang lebih kompleks, selain inetiti pernah melakukan
kegiatan PKLI di sana sehingga dimaksudkan supep@ Imudah dalam proses

penelitian.



2. Visi dan Misi
1. Visi
Mewujudkan peradilan agama yang berwibawa @enmartabat /
terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamierneaan, keadilan ,
ketertiban dan kepastian hukum yang mampu di betkpada masyarakat.
2. Misi
a) Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi sbégahatan atau
rintangan sehingga terjadi pelayanan penerimagtapesecara cepat

dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.

b) Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnyagahercapai

persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

c) Memutuskan perkara dengan tepat dan benar ehiegggpti putusan
atau penetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dilgssanakan

serta memberikan kepastianhukum.

Disamping visi dan misi tersebut diatas secaramnjuga mengacu pada visi dan
misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu:

1. Visi

Mewujudkan supermasi hukum melalui kekuasaan keteak yang mandiri,
efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaaniq@ubtofesional dalam memberi
pelayanan hukum yang berkualitas, etis terjanglaaubiaya rendah bagi masyarakat
serta mampu memjawab pelayanan publik.

2. Misi



a) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-gndan persatuan

serta keadilan masyarakat.

b) Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independemt campur tangan

pihak lain..

c) Memperbaiki kualitas input internal pada prosesgiain.

d) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisiebermartabat dan

dihormati.

e) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandirik trdamihak dan

transparan.

3. Nama-nama Ketua Pengadilan Agama Malang Dari Traun 1946-2008

1. KH. Mohammad Anwar Mulyo Sugono 1946-1952

2. KH. Ach. Ridwan 1952-1961
3. KH. Acmad Muhammad 1962-1965
4. KH. Mohammad Zaini 1966-1974
5. KH. ZB. Arifin 1975-1980

6. Drs. M. Dzajuli 1980-1983
7. Drs. Yusuf llyas SH 1983-1992
8. H. Muhajir Sidiq SH 1991-1995
9. Drs. Abu Amar SH 1995-1997
10.Drs. Zabidi SH 1997-2001

11.Drs. H. Saifudin Noorhadi SH. M.Hum 2001-2002

12.Drs. H. Muhtadin SH 2002-2004



13.Drs. H. Endik Soenoto SH 2004-2006
14.H. Moch. Thaif SH 2006-2008

15.Dra. Hj. Umi Kulsum SH. MH 2008-Sampai Sekarang

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Malang

a. Ketua : Dra.Hj. Umi Kulsum SH.MH
Wakil Ketua : H. Masruri. SH.MH
b. Hakim : Dra. Hj. Shoimah

Drs. M. Asmuni

Dra. H. Masnah Al
Drs. Santoso. MH

Drs. Lukman. SH.MH
Dra. Hj. Aisyah. SH.MH

Drs. Munasik. MH

c. Panitera Sekretaris : H. Syaikhurozi. SH
Wakil Panitera : H. Solihin .SH
Wakil Sekretaris : Drs. M. Ashar. MH

d. Panitera Muda Permohonan : Dzajuli. SH
Panitera Muda Gugatan : Zainuddin. SH
Panitera Muda Hukum : Drs. M. Hilmi

e. Sub Bagian Kepegawaian
Sub Bagian Keuangan : Hj. Siti Aminah
Sub Bagian Umum

f. Panitera Pengganti : H. Sholihin. SH



Drs. M. Hilmi
Zainudin SH
Dzajuli Rahmah. SH
Rubai'ah. SAg
Dra. Hj. Umrah Fatmawati
Dra. Isnadiyah
Nur Cahayaningsih. SH
Mohammad Khoiruddin. SH
g. Jurusita/Jurusita Pengganti : Rugaya
Eris Yudo Hendarto
Ana Khoirotul Aini
Kelompok Fungsional Kepaniteraan
Panitera Pengganti :
1. Zainuddin SH
2. Dra. Insdiyah
3. Nurul Maulida, S.Ag, MH
4. Ruba’iyah, S.Ag
5. Drs. Umroh Fatmawati
Juru Sita Pengganti
1. Hj. Musiyah, SH
2. Nur Cahyaningsih, SH
3. Drs. Moh. Hilmy
4. Ruba’iyyah, S.Ag

Kasubag Keuwangan : Hj. Siti Aminah, SE



Staf : Yunita Eka w
Abd. Barri HI, S.Ag

Kasubag Kepegawaian : Hj. Mustyah, SE

Staf : Eris Hundro Hendarto
Kasubag Umum : Nurul Maulidiyah, S.Ag, MH
Staf : Yunita Eka w

Abd Berri, S.Ag

5. Tugas dan Wewenang

Pengadilan agama adalah sebuah lembaga peradigeraNyang melaksanakan
hukum dan peradilan. Berkedudukan sejajar dengaadipen-peradilan lain yang
bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan messi&bn perkara yang harus
selalu diingat bahwa pengadilan agama menangakafeperdata tertentu dan
dikhususkan bagi yang beragama islam sesuai asgakmi asas personalitas
keislaman.

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang No. 3 tahu® 2@@ngenai perkara-
perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agaaiahagerkara yang berkaitan
dengan:

1. Perkawinan, ini meliputi:
a) lzin poligami
b) Dispensasi kawin
c) lzin kawin
d) Pengesahan nikah
e) Talak (diajukan oleh suami)
f) Cerai (diajukan oleh istri)

g) Nafkah
h) Mahar



i) Harta bersama
j) Pembatalan nikah
k) Pencegahan nikah
Waris
Hibah
Wasiat.
Zakat
Infaq
Shadagah
Wakaf

© © N o o A w0 DN

Ekonomi Syari’ah / Ekonomi Islam

Selain berwenang mengurusi hal-hal diatas sethagas pokok pengdilan agama

sebagai pengadilan tingkat pertama juga bertugas:

1. Memberikan pelayanan teknik yustisial sebagedgra tingkat pertama.

2. Melayani administrasi perkara-perkara yang ifginding.

3. Memberikan keterangan, pertimbangan dan naskafarty hukum islam pada
instansi pemerintah di wilayah hukumnya

4. Memberikan pelayanan penyelesaiyan permohoreatglpngan, pembagian harta
peninggalan diluar sengketa antara orang-orangpiBkerdasarkan hukum islam.

5. Melayani hal-hal lain, seperti penelitian hukymmengadakan pelayanan hukum

dan lain sebagainya.

B. Pandangan Hakim Terhadap Pasal 76 Undang-Undanijo. 3 Tahun 2006

Tentang Pemeriksaan Perkara Syigag.



Kata syigaq terdapat dalam pasal 76 Undang-Unddmg3 Tahun 2006 yang
berbunyi: “Apabila gugatan perceraian didasarkas alasan syigaq, maka untuk
mendapatkan putusan perceraian harus didengaekgter saksi-saksi yang berasal
dari keluarga atau orang-orang dekat dengan swrndan setelah itu hakim dapat
mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masasing pihak atau orang lain
untuk menjadi hakam". Apa yang dimaksud dengan lkgigaq tersebut telah
dirumuskan dalam penjelasan pasal 76 ayat (1).itDidskatakan bahwa “syigaq
adalah perselisihan yang tajam dan terus menenagaasuami istri’ Penjelasan
tersebut, sama makna dan hakikatnya dengan apadyamguskan dalam pasal 22
ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasalutdf i Peraturan Pemerintah
No. 9 Tahun1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi ttakislam yang berbunyi:
"Perceraian dapat terjadi karena antara suami d#&n terus-menerus terjadi
perselisiahan dan pertengkaran dan tidak ada ham@@n hidup rukun lagi dalam
rumah tangga™**

Jika kata tersebut ditelusuri, dapat dirujuk daklr@Qur'an surah An-Nisa’ ayat
(35), yaitu:

Lol ) (Bn ) 1350 ) WehT e Ly 4lhl (e e gl Lagly (3G T84
(Yo :eludl) 1l Lale Gl
Artinya : Dan jika kamu kwatirkan ada syiqaq (persengketaampra keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-lakan seorang hakam dari
perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadaddaikan, niscaya Allah

memberi taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhijah Maha Mengetahui lagi
Maha Mengenal*'?

11 Kompilasi Hukum Islam di Indonesi@lakarta. Pebruari, 2001). 57
12 pepag Rlpp.cit. 133



Berkaitan dengan pemaknaan terhadap kata syiqagtadi Bapak Munasik
sebagai Hakim Pengadilan Agama Kota Malang mengath&hwa kata syiqaq yang
tedapat dalam penjelasan pasal 76 (1) itu hanyagaselpengertian bahasa namun
dalam aplikasinya (praktek), masalah syiqaq dialihkpada Pasal 19 huruf f
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan KHI ges&lhuruf f, jadi dalam hal
ini maka semua perkara perceraian dapat di aliltkdam perkara syigaq, karena
pada dasarnya perkara perceraian pasti di landasigath perkara syigaq
(pertengkaran yang tajam dan terus menerus argaraigstri dan keduanya tidak
ada yang mau mengalah). Dengan kata lain syigagdijsdikan alasan untuk gugat
cerai*'® Oleh sebab itu kata syigaq harus diinterpretassiemara yuridis.

Tetapi Bapak Syaichurozi mempunyai pendapat yanigdula, beliau mengatakan
bahwa syiqaq yang terdapat dalam Pasal 76 UndaspgrNo. 3 Tahun 2006 yang
di alihkan pada Pasal 19 Huruf f Peraturan Penadritdo. 9 Tahun 1975 dan KHI
Pasal 116 Huruf f, sudah dapat mewakili arti syigang sebenarnya dan juga sudah
dapat dijadikan alasan gugat cérdi.

Dari adanya perbedaan interpretasi kata syiqagyligemengatakan bahwa hal itu
dimungkinkan, karena perselisihan antara suamii ysing kemudian diperiksa di
Pengadilan Agama, setelah itu hakim menanyakararignperselisinan tersebut,
ternyata memang terdapat bermacam-macam faktor yaetptar belakangi
persesilisihan itu.

Perkara syigaq merupakan alasan yang banyak itedg@d dapat dinyatakan

sebagai alasan utama dari berbagai kasus gugategrgian di Pengadilan Agama.

113 Bapak. MunasikWawancara(Malang. 12 Mei 2009)
114 Bapak. SyaichuroziWawancara(Malang. 15 Mei 2009)



Akan tetapi untuk menetapkan perkara dan menyé&basaya melalui perkara acara
syigaq, harus setelah pemeriksaan pembuktian, &akataupun sebuah rumah
tangga telah terjadi seperti itu, namun di persidanternyata si istrilah yang nusuz
sebagai penyebabnya, maka bisa saja perkara dib@lesya melalui penawaran
uangkhulu' (perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagdh yang diberikan
oleh istri kepada suami untuk menebus diri agdepes dari ikatan perkawinan) dan
jilka yang terbukti adalah karena kedholiman si duamaka perkara dapat
diselesaikan menurut pasal 134 KHI, tanpa melahses syigad®.

Untuk mempermudah bagaimana mengidentifikasi parkayigaq, Bapak
Munasik menyatakan: “ syigag dapat diketahui,:jika

1. Jika tergugat keberatan dicerai serta pasrah damnteekepada hakim untuk

dapat merukunkan perkawinannya.
2. Jika perselisihan semakin tajam antara suamigstrara seimbang dan tidak
jelas mana yang melakukan kesalahan atau manahgauag dibenarkan.

3. Belum adanya upaya damai atau sudah ada tetakittetaasif:*®

Senada dengan pendapat tersebut, Bapak Syaichugazimemberikan kriteria
perceraian dengan alasan perselisihan yang ternerose antara suami istri yang
dapat diperiksa melalui acara syigag. Kriteriagbut sebagai berikut:

1. Adanya persengketaan yang serius dan memuncak.

2. Antara suami istri saling tuduh menudubh.

3. Kesalahan masing-masing pihak seimbang.

115 Bapak. MunasikLoc.cit.
H8ihid



4. Hilangnya rasaakinah mawadda warahmahila dilihat dari luar, namun si

suami (tergugat) masih mencintai iStr.

Jadi penulis dapat mengungkapkan bahwa dari dodapat tersebut sebenarnya
tidak berbeda, akan tetapi saling melengkapi. $gfaindapat ditarik sebuah
kesimpulan bahwa gugatan yang dapat ditetapkanlunedaara syigaq (setelah
pembuktian) adalah:

1. Adanya persengketaan yang serius dan memuncak mangakibatkan saling
tuduh menuduh, saling membantah, saling memukalrasuami istri dan si istri
sudah tidak taat lagi kepada suami.

2. Kesalahan masing-masing pihak seimbang sehinggh ddpat ditentukan mana
yang melakukan kesalahan atau mana yang harusadiaen

3. Suami keberatan untuk diceraikan dan masih mungkiakukan upaya
perdamaian.

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 76 ayat (jgladkan bahwa untuk
mendapatkan putusan perceraian (atas alasan syigagy didengar keterangan
saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau oresmggodekat dengan suami-istri.
Ketentuan pasal ini bersifat imperatif, hal ini dapmlilihat dalam pasal tersebut
terdapat perkataan “harus” yakni katerangan saksisyang berasal dari keluarga
atau orang-orang dekat dengan suami istri adaladjibivatau “mesti” diperiksa
lebih dulu sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Dari pemahaman ini, Bapak Munasik memberikan keigan atas kerancuan

Pasal 76 (1) UU No. 3 Tahun 2006 yang berbunyi:
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“Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alagaerselisihan yang tajam dan
terus menerus, maka untuk menetapkan perkara depgasedur syigaq harus
didengar keterangan saksi-saksi yang berasal deltidrga atau orang-orang yang
dekat dengan suami istri tersebut tentang perse¢agkemereka.”

Dan Pasal 76 ayat (2) yang berbunyi:

“peradilan setelah mendengar keterangan saks temtsifat persengketaa antara
suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih KHeluarga masing-masing pihak
ataupun orang lain untuk menjadi hakam”.

Dari sini beliau mempertegas gagasannya, untuketapkan perkara dengan
prosedur acara syigaq, Majelis Hakimlah yang mes@minya setelah mendengar
keterangan para pihak dan keterangan saksi danigeehtau teman dekat. Dan jika
Majelis Hakim telah menetapkan dengan acara syiqaka hakim dengan tegas
akan mengangkat seorang atau lebih untuk menjakinmabaik dari keluarga
maupun orang laf®

Dengan demikian penulis berpendapat untuk menklapdteputusan perceraian
atas alasan syigaq berpedoman dengan pendapag&alpraktisi hukum islam yang
mewajibkan atau mengharuskan hakam setelah tegadiara syigag. Namun
sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa p&aganghakam adalah
“sunnah”. Artinya setelah ditetapkan syigaq tidakus mengangkat hakam

Kembali pada kewajiban hakim untuk memanggil atemeriksa keluarga atau
teman dekat saumi istri sebagai saksi yang menderiketerangan dalam
persidangan. Bapak Saichurozi mengungkapkan bahyassakim secarax officio
dapat memerintahkan saksi yang bersangkutan berkislazatan pasal 139 HIR atau

pasal 165 RBG. Hakim memerintahkan Juru Sita unteknanggil mereka secara

resmi. Apabila mereka tidak mau memenuhi panggitasebut, dapat dipanggil
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secara paksa. Oleh karena sifat pemeriksaannya ratifpejika dilalaikan
mengakibatkan pemeriksaan dan putusan batal dekunhuDan pemeriksaan
terhadap mereka merupakan syarat syahnya acaexgiart™.

Pemeriksaan terhadap keluarga memang bertentadwyagan ketentuan pasal
145 HIR atau pasal 172 RBG. Tidak apa, karenayapg diatur dalam pasal 76
ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 adalah kehendak Undmagng sendiri. Dengan
demikian pasal 76 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2006 p&kan aturan pengecualian
dari apa yang diatur dalam pasal 145 dan 146 H#éR pasal 172 dan 174 RBG.
Keberadaan Pasal 76 ayat (1) merupakan ketentusug&tdalam perkara perceraian
atas alasan syiqaq. Kalau begitu pasal 76 ayatJ{1)No. 3 Tahun 2006 telah
menyingkirkan ketentuan umum vyaitu yang diatur mialdIR atau RBG sesuai
dengan asas doktriex spesialis derogot lex generalgenerapan keluarga sebagai
saksi hanya berlaku dalam perkara sythaq

Pemeriksaan terhadap keluarga sebagai saksi tarngda kelebihannya
tersendiri. Hal ini sebagaimana diungkapkan olepaBaMunasik, bahwa urgensi
kehadiran keluarga yang didudukkan sebagai sakalaladuntuk membuktikan
adanya persengketaan suami istri itu sehingga aliketsecara jelas tentang sifat-
sifat persengketaan tersebut seperti apa danitdapwa, akan bisa dinilai apa saja
yang menyebabkan terjadinya persengketaan. Adapetebikannya ialah
persengketaan dalam rumah tangga antara suamsestnig kali tidak diketui oleh

masyarakat secara umum, akan tetapi bagi kelugrglag yang masih tinggal
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serumah perihal adanya persengketaan antara swsrnirélatif lebih banyak
diketahui dan dimengerti oleh keluarganya daripzr@ag lain->*

Di samping itu, keluarga dihadirkan bukan hanykedar untuk memberikan
keterangan saja melainkan keluarga dapat lebihtiefektuk mendamaikan para
pihak berperkara. Karena keluarga adalah jalindsuhgan yang terdekat dengan
pihak sengketa. Sehingga hakim dapat mempertimlaangkitusan dengan seadil-
adilnya setelah mendengar keterangan keluarga ssat@a mendamaikan kepada
pihak berperkar&?

Kemudian untuk dapat mengetahui bagaimana prosegapgkatan hakam,
marilah kita melihat ketentuan pasal 76 ayat (1) No. 3 Tahun 2006, yang
dinyatakan bahwa hakam dalam perkara perceraiarattaan syiqaq, ialah sesudah
proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemanksaksi. Hal itu dapat
disimpulkan dari kalimat yang berbunyi, “setelah nakengar keterangan saksi
tentang sifat persengketaan, maka hakim dapat mgkgasatu atau lebih orang
untuk menjadi hakam”.

Dari pendapat hakim di atas maka penulis bisa abankan tentang bagaimana
pengangkatan hakam, maka dari itu perlu dijelaskatnih dahulu mengenai
ketentuan hakam itu sendiri. Dalam kajian hukumnislmemang terdapat perbedaan
pendapat tentang hakam dari pihak keluarga ataomgol@n yang mampu untuk
menjadi hakam. Merujuk pada Al-Quran surah An-Nis85’, hakam terdiri dari
dua orang yang diambil atau dipilih masing-masiag &eluarga pihak suami istri.

Akan tetapi mungkinkah harus mengangkat hakam gdrak keluarga kalau
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seandainya antara suami istri tersebut terpisaéranarak dan waktu disebabkan
karena pekerjaan atau aktifitas lain, sehinggatiigpat untuk menunjuk hakam dari
keduanya.

Paparan ini ternyata ditanggapi oleh Bapak Mundsiéhwa hakam harus dari
pihak keluarga, akan tetapi keluarga seringkaliktidhau diangkat menjadi hakam
secara resmi. Mereka hanya bisa membantu untuk kongken. Sehingga hakim
mengangkat “hakam min jihatil hakim”, yaitu orarang dianggap oleh hakim dapat
mengupayakan damai antara pihak berpeﬁ@ra.

Pandangan di atas juga oleh Bapak syaichuroxarhalan kedudukannya bukan
hanya sekedar sebagai orang yang mengupayakan. dskaai tetapi lebih dari itu,
karena ia juga berperan sebagai saksi ahli dimarf@afus mencari dan meneliti
dengan pendekatan secara langsunlgikhtilai) kepada para pihak tentang faktor-
faktor yang menjadi latar belakang perselisihanmEnengkarannya. Oleh sebab itu,
keputusan hakam tidak dapat mengikat pada keputyaag akan diambil oleh
Majelis Hakim*?*

Demikianlah pengangkatan hakam dan kedudukannyanuN proses acara
syigag murni dengan apa yang dimaksud dalam SuraNNisa’ Ayat 35 di
Pengadilan Agama sekarang sudah jarang diaplikasiKal ini sebagaimana di
Pengadilan Agama Kota Malang. Hakim lebih mencaroses pemeriksaan
perceraian pada umumnya, tanpa harus mengangkaihd&ngan penetapan sela.
Karena acara syigaq sendiri menghabiskan waktu udeny yang relatif banyak.

Padahal orang mengajukan perkara di peradilan agamdiri berkeinginan agar
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perkaranya cepat diselesaikan dan diputuskan ob#imh Karena keefisienan
masalah waktu dan biaya.

Dari pihak Pengadilan Agama Kota Malang sendirngadihkan masalah syiqaq
pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.h@mk®75 dan pasal 116 huruf f
Kompilasi Hukum Islam, tanpa melalui perkara syiqaqrni yang eksistensinya
sama seperti apa yang ada pada pasal 76 Undangiyhta 3 Tahun 2006. Seperti

inilah pendapat sebagian hakim Pengadilan Agama Kiatlang.

C. Penerapan Pasal 76 Undang-Undang No 3 Tahun 2006ntang Proses

Penyelesaian Perkara Syigaq

Untuk mengetahui Penerapan Pasal 76 Undang-unddogpnor 3 Tahun 2006
tentang pemeriksaan perkara syigag peneliti menglkap data lewat informasi
dari Munasik selaku hakim Peradilan Agama Kota MgJadengan cara interview
yang di wawancarakan secara bebas terpimpin.

Maka menurut pasal 76 Undang-undang No. 3 Tahuvb,2@pabila terjadi
perkara perceraian atas dasar alasan yang disedtasdtata cara pemeriksaannya di
samping tunduk kepada ketentuan umum hukum acaidatpe sekaligus harus
menurut tata cara mengadili yang digariskan olearkean pasal 76 Undang-undang
No. 3 Tahun 2003 itu sendiri. Kelalaian mempergamakata cara yang telah
ditentukan itu mengakibatkan putusan yang dijataltdah hakim batal demi hukum
atau sekurang-kurangnya dalam tingkat banding hatiaslakan pemeriksaan

tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan pétkara
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Penyelesaian perkara syigag merupakan pemerikssgana khusudex spesialis
derogotlex generalisdan agak menyimpang dari asas-asas umum hukum acara
perdata. Oleh karena perceraian dengan alasangsyigamerupakan adanya
mudharat yang menimpa pihak istri dan pecahnya patkawinan, maka hakim
wajib memeriksa benar tidaknya peristiwa yang diaju oleh para pihak yang
berperkara itu, kemudian mengkualifisir peristiwesebut dan akhirnya memberikan
hukumnya®®.

Merujuk pada Al-quran; ayat 35 surah An-Nisa’ gadipakai sebagai landasan
kriteria pemeriksaan dan putusan kasus syigadasljan:
gl A1) g llial 1953 O bl (e Lan g adhl (ha Laal gl Lag s (510 2283 1)

(00 2 oLl ) 1 Lale 8 &) )
Artinya :Dan jika kamu kwatirkan ada syiqaq (persengketaamjara keduanya,
maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-lalkin seorang hakam
dari perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud agaigan perbaikan,
niscaya Allah memberi taufiq kepada suami istri Besungguhnya Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini merupakan rangkuman sistematik dari &3#tyang mengatur tentang
bagaimana seorang suami memberi pelajaran kepadayas yang melalaikan
kewajibannya atau tentang masalafusuz’ Adapun pelajaran yang diberikan
kepada istri sebagai berikut :

a. Menasehati sang istri.
b. Bila sang istri tidak memperhatikan, suami dapamimsaehkan tempat tidur dan
meja makan, tetapi tetap dalam satu rumah.

c. Bila jalan kedua tidak mampu suami dapat memukustsi tetapi tidak boleh

melampui batas.
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Memang perkara syiqgaq merupakan alasan yang batemfgdi dan dapat
dinyatakan sebagai alasan utama dari berbagai kasiaéan perceraian di Peradilan
Agama. Dalam pemeriksaan di persidangan Majelisrildlarus memeriksa terlebih
dahulu mengenai latar belakang perselisihan daenmgkarannya. Oleh sebab itu,
sulit untuk menetapkan perkara dan menyelesaikamsfalui perkara acara syigaq,
karena kalaupun sebuah rumah tangga telah tegpdrt itu, namun di persidangan
ternyata si istrilah yang nusuz sebagai penyebabnyaka bisa saja perkara
diselesaikannya melalui penawaran ukhglu' (perceraian dengan disertai sejumlah
harta sebagawadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk mesetiri agar
terlepas dari ikatan perkawinan) dan jika yanguktibadalah karena kedholiman si
suami (Tergugat), maka perkara dapat diselesaikamurat pasal 134 KHI, tanpa
melalui proses syiqad.

Setelah Majelis Hakim menanyakan kepada pihakkpibarperkara dalam
pemeriksaan tahab pertama (upaya perdamaian, paarbgagatan, jawaban, replik,
duplik) dan telah mengetahui faktor-faktor penyepabselisihan dan pertengkaran
antara pihak Penggugat dan Tergugat, maka MajalisnHakan meneruskan tahap
pemeriksaan pada pembuktian, dimana dalam sengiest@winan yang berupa
perkara cerai gugat yang didasarkan pada alasgacsykesaksian pihak keluarga
merupakan suatu keharusan dalam pemeriksaan psjikargernyata pihak keluarga
tidak dapat dihadirkan dengan suatu alasan yangememn unsur kepatutan, maka
kesaksian tersebut dapat digantikan oleh kesaktgmman dekat dari pihak

berperkar&®
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Pemeriksaan pembuktian dimana keluarga atau tedekat bukan hanya
didudukkan untuk memberikan keterangan saja, meairmemberi keterangan
sebagai “saksi”. Mereka didudukkan secara formal miateriil menjadi saksi. Oleh
sebab itu, secara formal keluarga maupun teman tdd&éam memberikan
keterangan harus disumpah. Hal inilah yang telabhdindaki oleh pasal 76 ayat (1)
UU No. 3 Tahun 2006 dalam memeriksa dan memutuskstara syiga®.

Berbicara tentang pemeriksaan perkara syigaq bapakasik menjelaskan
mengenai pemeriksaan hakam yang merupakan bagieasddex specilis de rogot
lex generalisAdanya pemeriksaan hakam ini terungkap pada p&salat (2) UU
No. 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa:

“peradilan setelah mendengar keterangan saksi tegtaifat persengketaa antara
suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih Kaluarga masing-masing pihak
ataupun orang lain untuk menjadi hakam”.

Peradilan akan dapat mengangkat seorang hakatalsetendengar keterangan
saksi keluarga maupun teman dekat tentang sifaepgketaan dan pertengkaran
antara suami istri. Walaupun pengangkatan hakarteldin diatur dalam perundang-
undangan yang berlaku, namun pengangkatan hakaetajutidak bersifat imperatif
atau suatu keharusan, dalam artian hakim boleh esangpinghkan pemeriksaan
hakant®.

Adapun bentuk dan upaya Pengadilan Agama Kota ndaletuk mendamaikan
pihak yang bersengketa melalui cara-cara sbb:

1. Melalui pendekatan terhadap kedua belah pihak daatashgkan ke

pengadilan kemudian dicari bentuk permasalahan yaegnbuat kedua
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suami istri bersengkata kemudian hakim mencarinjakeluar untuk
mendamaikan mereka.

2. Dinasehati, hakim memberikan nasehat tiap kaliigangan selama perkara
belum diputuskan kemusian hakim mengingatkan kepaelgka akan masa
lalu yang harmonis dan anak-anak mereka yang mernkann kasih
sayangnya. Yang intinya memberatka mereka yangelshs agar supaya
bisa merujuk kembali normal seperti sebelumnya.

3. Melalui penundaan sidang, dalam perkara syigacgpallarapa alassan untuk
menunda sidang diantaranya: 1. mencari alat buktimenunda karena
perdamaian, memberi kesempatan untuk memikirkarkadpeputusan
bercerai sudah mantap atau tidak. 3. memberi kestampada hakam untuk
menyelesaikan masalah yang mungkin belum terselatka

Adapun keuntungan penundaan persidangan terseérartib hakim telah
memberikan kesempatan kepada kedua belah piak untodpeksi diri yang
memungkinkan terjadinya perdamaian.

Tindakan hakim terhadap keputusan perceraian ydiledkukan oleh hakim
terhadap suami istri yang berselisih. Menurut hasivancara oleh Munasik selaku
hakim Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat &ahakam mempunyai
wewenang untuk menceraikan dan hakim tinggal meskatu karena kedua hakam
yang ditunjuk telah berusaha mendamaikan keduehhglzak dan melihat bukti-
bukti akan tetapi usaha-usaha perdamaikan tertidbutberhasil dan alat bukti yang

ada tidak mengarah kearah perdamaian maka hakarmgaméil keputusan untuk
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menceraikan kedua belah pihak terséfut.

Akan tetapi dalam pasal 76 Ayat 2 Undang-Undang 3Ndéahun 2006 yaitu
hakam bukan bertugas untuk mengambil keputusamrtgnpersengketaan antara
suami istri yang sedang berselisih tetapi hanyakuntencari hasil usahanya dalam
mencari perdamaian dalam rumah tangga mereka. Meai memang ada dua
pendapat yang mengatakan bahwa hakam boleh atapungai wewenang dalam
memutuskan perceraian dan hakam hanya sekedar mpacgelesaian perselisihan
dari para pihak yang berselisih.

Hal ini memang ada dalam yurisprudensi peradilganga yang lama, hampir
semua putusan dijumpai dimana yang mengikrarkaak tdhlam perkara syigaq
adalah hakam, sedangkan dalam yurisprudensi yangdyampai bahwa putusan
cerai shigaq adalah putusan hakim, hakimlah yangceraian para pihak yang
bersengketa untuk mengakhiri perkara bukan haRam.

Bahwasanya perkara syigaq di Pengadilan Agama Kaiang tetap eksis dan
masi berjalan, akan tetapi ketika ada perkara yaraguk pelaksanaanya dan
pengambilan dasar hukumnya dialihkan, yang senaitara di Pasal 76 Undang-
Undang No 3 Tahun 2006 dialihkan pada Pasal 19ufHWPP No 9 Tahun 1975
dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (Huruf f), yasmgya: “Antara suami dan
istri terus menerus terjadi perselisihan dan pegiearan dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tanggs*

Eksistensi dari Pasal 19 (Huruf f) PP No 9 Tah@@5ldan Kompilasi Hukum

Islam Pasal 116 (Huruf f) tersebut sama denganlPPd&sdndang-undang No 3
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Tahun 2006. BapalkMunasik menjelaskan tidak perlu lagi mengangkat hakam,
karena keterangan saksi dari keluarga kedua beieak psudah memberikan
gambaran yang maksimal kapada hakim yang menykéesdiasus perkaranya.
Munasikjuga memberikan keterangan mengenai hakam, bahya$tengangkatan
hakam sendiri hukumnya tidak wajib, mengacu padgn dari bukunya M. Yahya
Harahap. Dari sini Pengadilan Agama Kota Malang geeai pengangkatan hakam
sendiri diganti dengan mediasi yang mengacu pa@®\?ENo. 1 Tahun 2008%
Akan tetapi berbeda lagi apa yang dipaparkan ladddm lain mengenai mediasi
di Pengadilan Agama Malang. Bapak Drs. Santoso beldku hakim Pengadilan
Agama Malang menjelaskan mengenai PERMA No. 1, bashnwya Mahkamah
Agung RI telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Aghog 2 tahun 2003 yang
telah diperbaharui dengan Peraturan Mahakmah Adumd tahun 2008, yang
substansinya adalah mengenai Mediasi yang mestishdilaksanakan dalam
menangani setiap perkara oleh Majelis Hakim terkaswaalamnya perkara-perkara
di Peradilan Agama. yang menetapkan mediasi selzgaan dari hukum acara
dalam perkara perdata, sehingga suatu putusan rakajadi batal demi hukum
manakala tidak melalui proses mediasi (PERMA P&3alMeskipun tidak dapat
dibandingkan dengan Undang-Undang, PERMA ini dipagdsebagai kemajuan
dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang thase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa yang masih menganggap mesdibagai penyelesaian

sengketa di luar pengadilan (Pasal 1 butir'i).
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Secara sederhana mediasi dapat dimaknai sebagabrdng (yang bukan dari
pihak keluarga suami isteri) yang ditetapkan olehjdlls Hakim (misalnya dari
Mediator Pengadilan) bertugas sebagai Hakam daekpsuami dan Hakam dari
pihak isteri mencoba untuk mendamaikan keduanyay ysedang pecah. Tetapi
dalam kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengatgk'Hakamain min Jihatil
Hakim” yang bukan dari pihak keluarga para pihak, dianterayang berasal dari
Hakim Mediator yang sudah ditetapkan oleh KetuagBditan Agama. dalam hal
khusus (misalnya pihak keluarga kurang memenutsypeatan) maka Hakim dapat
mempertimbangkan untuk mengangkat dua orang yahgnbkeluarga sebagai
hakamain, dalam hal ini misalnya Mediator yang mjitk oleh Pengadilan dari
kalangan Hakim. Apalagi mengingat kemampuan meugitak mengemban tugas,
mencari penyelesaian dalam sengketa para pihak Ipagt unggul dibandingkan
dengan dari pihak keluarga.

Istilah “Hakamain min Jihatil Hakim” adalah istilah yang cukup popular di
kalangan Hakim Peradilan Agama di Indonesia. Istlang berasal dari bahasa Arab
ini secara letterleijk dapat diartikadhDua orang Hakam dari Pihak Hakim"Secara
umum diketahui bahwa hakam (juru damai dalam parkgigaq) seorang berasal
dari pihak keluarga suami dan seorang lagi bemdaal pihak isteri. Tetapi dalam
kondisi tertentu Majelis Hakim dapat mengangKgtakamain min Jihatil Hakim”
yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantsayang berasal dari Hakim
Mediator yang sudah ditetapkan oleh Ketua Pengaditmma®’

Pemaparan dari Bapak M. Hilmi selaku panitera enhdgadilan Agama Kota

Malang mengenai perkara perceraian yang masukmgjd@dan Agama Malang pada
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bulan Januari sampai bulan April Tahun 2009. khagaisperkara perceraia yang
didasari karena tidak ada lagi keharmonisan dalamah tangga mereka, total
perkara perceraian yang masuk ada 492. Faktor pehyeerceraian dengan alasan
tidak ada keharmonisan dari bulan januari samplainbapril ada 166 perkara. Dan
dari keseluruhan data yang ada mayoritas hampéX §erkaranya terselesaikan,
dengan kata lain minim sekali dalam keluarga yaggpérkara bisa rujuk dan hidup
rukun seperti apa yang diharapkan oleh suamitestsebut, Karena keluarga mereka

sudah pecah dan sulit untuk hidup rukun sakinahaddah warahmat®
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis data penelitian yang telah dilakukpada BAB IV dan
permasalahan yang diangkat pada penelitian ini,amddpat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :

1. Perkara syiqaq sebagaimana yang ditentukan padahd@éng-undang No. 3
Tahun 2006 merupakan perkara perceraian yang lzekdas atas alasan
perselisihan yang terus menerus dan tajam dengaerikr 1) adanya
persengketaan yang serius dan memuncak yang meagaa saling tuduh
menuduh, saling membantah, saling memukul antaaeisistri. 2) Perkara
syigaq merupakan alasan yang banyak terjadi daat dhpyatakan sebagai
alasan utama dari berbagai kasus gugatan percataRengadilan Agama.
Akan tetapi untuk menetapkan perkara dan meny&kesaya melalui
perkara acara syigaq, harus setelah pemeriksaabugéan. 3) Tidak perlu

lagi mengangkat hakam murni seperti apa yang @ijsdparkan dalam surat



An-Nisa’ Ayat 35, dikarenakan masalah waktu darydidari para pihak
yang berperkara.

2. Penerapan perkara syigaq di Pengadilan Agama Katang di alihkan pada
pasal 19 (Huruf f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasél(Huruf f) Kompilasi
Hukum Islam. Isinya antara suami dan istri terusi@nes terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidwm dagi dalam rumah
tangga. Yang pengertianya sama dengan pasal 76ngnolang No. 3
Tahun 2006. Mengenai pengangkatan hakam atau mestidapat dua aliran
dalam menentukan hukum pengangkatan hakam daldtarpesyigaq, yaitu
sunnah dan wajib. Undang-undang menyejajarkan mpghgsan hakam
sebagai tindakan sunnah. Pengadilan dapat menddmekaam apabila proses
pemeriksaan saksi sudah dilakukan. Tetapi Majedikitd dapat mengangkat
, “Hakamain min Jihatil Hakim”yang bukan dari pihak keluarga para pihak,
diantaranya yang berasal dari Hakim Mediator yamdpk ditetapkan oleh
Ketua Pengadilan Agama. Mediator boleh berasal piaak keluarga atau
dari orang lain yang dianggap mampu untuk mengentbgas sebagai
hakam, diantaranya dari pihak hakim sendiri yargnggap lebih unggul
dalam menyelesaikan perkara.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, peakdis dapat memberikan

saran-saran sebagai berikut :

1. Pembuatan Undang-undang diharapkan untuk jelasedarah, supaya dalam
aplikasinya tidak menimbulkan banyak penafsiran @amgadilan Agama

dapat menetapkan dalam mengambil dasar hukum lsgpyta.



2. Khusus dalam pemeriksaan perkara syiqaq, diharap&gnMajelis Hakim
untuk lebih menekankan pencarian dan penemuan rfalkdog melatar
belakangi perselisihan dan pertengkaran yang memashlahnya.

3. Jurusan Syari'ah hendaknya ikut berperan dalam mg&atkan kesadaran
berhukum islam pada anggota masyarakat muslim dem genegak hukum
tersebut.

4. Diharapkan mahasiswa yang melakukan PKLI di pehaadigama berusaha

untuk mengamati seacra intensif dan sungguh-sungidim melakukan

aktifitas di lingkungan peradilan agama.
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